
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR: £ TAHUN 2009

T E N T A N G

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIUNGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar komunikasi antar lembaga Pemerintah 
Pusat dan Daerah atau antar Daerah dipandang pertu mengatur 
Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tala 
Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka diperlukan 
pengaturan lelah lanjut;

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b tersebut d (atas pertu menetapkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 
dilingkurigan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
1964 Centang Pembentukan Daerah Tingkat l Sulawesi Tengah dan 
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- 
undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ! Sulawesi 
Seiatan-Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);
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3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4089);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahim 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dua kait terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 1958 tentang Penggunaan 
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473?);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang 
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan 
Pemerintah Provinsi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kena Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara;

11 .Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Provinsi Sulawesi 
Tenggara;

12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tala JCeija Inspektorat Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA 
NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
SULAWESI TENGG ARA.
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I

nglam Otibs&HlT UT* wng HragarJ *

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk 
tertulis;

8. Tata Naskah Dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat 
normatif mengatur sifat dan tata)aku serta menjadi pedoman 
dalam komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;

9. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang 
memuat sebutan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah 
dilingkungan Pemerintah Provinsi;

1O.Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk 
mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani 
oleh Gubernur/Wakil Gubernur» Ketua/Wakil Ketua DPRD 
Provinsi ;

11 .Stempel Satuan Organisasi Perangkai Daerah adalah alat/cap 
yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang 
teiab ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan 
Pemerintah Provinsi;

12. Stempel Koordinasi adalah Alat/cap sebagai (empat 
membubuhkan Paraf Koordinasi pejabat terkait yang digunakan 
untuk Naskah Dinas bersifat pengaturan/penetapan yang akan 
ditandatangani oleh Pimpinan.

13,Papan Nama instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan 
alamat Satuan Organisasi Perangkat Daerah;

14,SampuI Naskah Dinas adalah Sampul/alat pembungkus Naskah 
Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas;

15.Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul 
Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah 
Daerah atau nama Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan 
nama Daerah yang bersangkutan.
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BAB Ii

AZAS-AZAS TATA NASKAH DINAS DAN 
TATA PERSURATAN DINAS

Bagian Pertama
«\Z33~3Z2S Tgfi Wg«W» n»fH>c

Pasal 2

Azas-azas Tata Naskah Dinas adalah Pedoman atau acuan dasar
mengenai pelaksanaan naskah dinas di lingkungan satuan ketja
Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 3

Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari:

a. a^as Dayaguna dan Hasilguna adalah penyelenggaraan tata 
naskah dinas perlu dilakukan secara berdayaguna dan 
berhasiiguna dalam penul isan, penggunaan juang atau lembar 
naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

b. azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun 
menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk 
teknis tata naskah dinas setiap instansi pemerintah pusat dan 
daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
yang membakukan jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara 
penyelenggaraannya.

c. azas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan tata naskah 
dinas dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi format 
prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan.

d. azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan tata naskah 
dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur 
administrasi umum lainnya.

e. am< Kecepatan dan Ketepatan adalah kegiatan untuk 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan ketja atau satuan 
organisasi, tata naskah dinas haius dapat diselesaikan tepai 
waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan 
redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan 
distribusi.

f. Keamanan adalah tata naskah dinas hanis aman secara fisik 
dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, 
penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan 
distribusi. Derai terwujudnya tata naskah dinas yang 
berdayaguna dan berhasiiguna, pengamanan naskah dan aspek 
legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.
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Bagian Kedua 
Tata Persuratan Dinas

Pasal4

Taia rtreurauu) Djituti uuultdt pengaiuran ketatalaksanaan 
penyelenggaraan surat-menyurat yang dilaksanakan oleh satuan 
ketja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 5

(1) Penerapan Tata Persuratan Dinas harus mempcrtiatikan
beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat «menyurat 
dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak 
menimbulkan salah penafsiran.

b. koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan 
dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, 
misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon 
lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan 
koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai 
tahap penyusunan draft, sehingga perbaikan pada konsep 
final dapat dihindari.

c. urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan 
tatacara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan 
sarana komunikasi resmi.

(2) Jawaban terhadap surat yang masuk :

a. instansi pengirim harus segera mengkonOrmasikan kepada 
penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu 
proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas.

b. instansi penerima harus segera memberikan jawaban 
terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.

(3) Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang
bersangkutan :

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat
diterima.

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat 
diterima dan

c. biasa, dengan batas waktu maksimum S hari keija.
d. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal 

pengirim  surat yang berlaku d i instansi masing-masing dan 
segera kirim setelah ditandatangani.
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(5) penggandaan/Copy surat hanya diberikan kepada yang berhak
dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang j

dimaksud dalam “Tarabahan”. Copy surat dibuat terbalas 
hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

a. copy icis!xissu sdslsh copy « s »  di«snipaik«ii kcj«ua i
pejabat yang secara fungsional terkait. !

b. copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada |
pejabat yang berwenang dan

c. copy untuk arsip adalah copy surat yang disimpan untuk 
kepentingan pemeriksaan arsip.

(6) Tembusan surat disampaikan kepada unit keija terkait, 
sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada unit yang 
bertanggung jawab.

(7) Tingkat Kearoanan.

a. sangat Rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat 
dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan 
keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara

b. tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan 
membahayakan keamanan dan keselamatan negara.

c. rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang 
berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan 
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ketangan 
yang tidak berhak, akan merugikan negara.

d. konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan tsi surat dinas 
yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan 
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ketangan 
yang tidak berhak, akan merugikan negara. Termasuk 
dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan 
Terbatas.

e. biasa disingkat (B), tingkat keamanan tsi suatu surat dinas 
yang tidak termasuk dalam butir a sampat dengan c, namum 
tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat 
disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

(8) Kecepatan penyampaian.

a. amat Segera/Kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/ 
disampaikan pada h a i yang sama dengan batas waktu 24 
jam.

b. segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan 
dalam waktu 2 x 24 jam dan

c. biasa, surat dinas harus diselesai kan/di kiri nVdi sampaikan 
menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai 
dengan jadwal perjalanan caraka/kurir, batas waktu 5 hari.
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(9) Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu (Sangat Rahasia, 
Rahasia, Konfidensial/Terbataa) harus dijaga keamanannya 
dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan 
ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah poda bagian 
atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas

« i l / H m i  r « v t n  H M n L x *  b « y  -• L  J. _ ,  J   ___  avwinuuui yaua wv̂ ijr Ilttiua ueil̂ Otl
warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

( i 0) Penggunaan Kertas Surat.

a- kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 
Gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk 
kegiatan surct-menyurat penggandaan dan dokumen 
pelaporan.

b. penggunaan kertas HVS diatas 80 Gram atau jenis lain, 
hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai 
nilai keamanan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu 
lama.

c. penyediaan surat berlambang negara dan/atau logo instansi, 
dicetak diatas kertas 80 Gram.

d. kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah folio 
(210x330 mm).

Selain jenis kertas sebagaimana tersebut diatas terdapat pula 
kertas folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, 
pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran 
berikut:

a. A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8/x9 I/inci) untuk 
makaiah/pi per/laporan.

b. A5 setengah kuarto (210 x 148 mm) untuk pidato.

(11) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran.
a. penggunaan jenis huruf Pica
b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan
c. spasi I atau I »5 sesuai kebutuhan
d. warna tinta adalah hitam

(12) Wama dan kualitas, kertas berwarna putih dengan kualitas 
terbaik (white bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, 
sedangkan yang berkualitas bissa digunakan untuk copy surat 
dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa tembusan diketik 
dengan kertas karbon pada kertas doorelag/manifold/tissue. 
Apabila digunakan mesin ketik elektonik atau komputer akan 
lebih efisien jika tembusan dibuat pada kertas biasa dengan 
menggunakan mesin fotocopy. Naskah dengan jangka waktu 
simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus 
menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai 
keasaman (PH) 7.
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BA3 Sil 
NASKAH DINAS

rasai 6

Nasksh Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, dirumuskan dalam susunan dan
bcr.Llk piydtik- piuiluk L’uku:i: doft b&istuk sulot-

Pasai 7

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provirsai, diolah o!eh Satuan Organisasi 
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi, ditanda tangani oleh Gubernur/ 
Wski; Gubernur, Kctaa/Wakil Ketes DPRD serta pejabat dilingkungan Pemerintah 
Provinsi yang diberi wewenang.

Pasal 9

Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah 
Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran i Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Ssgtar; Pertama 
Bentuk, Ukuran dan isi

Pasal 10

(!) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi bert>entuk f ingkaran.

(2) Stempel labata n dart S tempe: Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat f 1) 
terdiri dari:
a. Garis lingkaran i uar ;
b. Garis lingkaran lengah;
c. Garis lingkaran dalam :
d. Isi stempel.

(3) Stempe! Koordinasi berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 11

Ukurafi Stempel sebagaimana dimaksud dalam pasai !0 adalah sebagai berikut:
a. ukuran garis tengah lingkaran iuar stempel jabatan dan stempeli nstans i adalah 

4 cm.
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel instans; 

adalah 3,8 cm.
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C. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Instansi 
adalah 2,7 cm.

0. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimai I cm.
e, ukuran stempel koordinasi, panjang S cm dan lebar 3,5 cm.

Pasa! 12

(1) Stempel Jabatan Gubernur berisi nama jabatan den nama Daerah yang 
bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.

(2) Stempel Jabatan Gubernur menggunakan Lambang Negara.
(3/ Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah.
(4) Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi nama satuan kerja Perangkat 

Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.
(5) Stempel Koordinasi berisi nama Satuan Ketja Perankai daerah yang akan

memaraf Naskah Dinas. J

Pasal f 3

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua 
Penggunaan

Paja) 14

Psgabst yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada 
pasai 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini yaitu Gubernur/Wakil Gubernur dan 
Ketus/Wakil Ketua DPRD.

Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi yang berhak 
tcssggunakac stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan ini 
adaiah sebagai berikut •
a. Sekretariat Daerah Provinsi.
b. Sekretariat DPRD.
c. Dinas Daerah Provinsi.
1  Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Pasai 16

Stempe! Jabatan, Stempe! Satuan Kerja Perangkat Daarah, dan stempel koordinasi 
menggunakan tinia berwarna ungu.

Pasal 17

(1) Stempel jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada 
bagian kiri canda tangan pejabat yang menandatangani.

(2) Stempel Koordinasi ditempatkan disebelah kiri sejajar dengan tanda tangan 
Pejabat yang menandatangani.
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Pasa' !8

Pimpinan Satusn Keija Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan 
stempel Jabatan dan atau Stempel Satuan Ketja Perangkat Daerah menunjuk 
pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel 
jatatan dan stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.

?asa>' 19

Bentuk, ukuran dan isi stempel Jabatan, stempe! Satuan Ksrja Perangkat Daerah 
<£ lingkungan Pemerintah Daerah dan stempel koordinasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V 
KOP KASKAH DINAS

Bagian Pertama
3enU:k. dan la;

Pasal 29

(ii kup Niaskah Dinas Gubernur memuat sebutan Gubernur Sulawesi Tenggara 
dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan 
dibagian tengah atas.

(2> Kop Naskah Dinas DPRD Provinsi memuat sebutan Dswan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sslawesi Tenggara dengan menggilakan Lambang Daerah 
berwarna hitam drn ditempatkan tiibagiar» kiri ste .

i3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah rcernuat sebutan Pemerintah Provinsi, 
Nama Perangkat Daerah. Alamat Nomor Telepon, Nomor Fasimilc dan Kode 
Pos menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan d iba (y an 
kiri atas.

Bagian Kedua
ii":il t2U7s i

?asal 2'

(!) Kop Kaskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (!), digimakars 
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

(25 Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), digunakan 
untuk Naskah Dinas yang oitandatangani oieh Ketua/Wakij Ketua DPRD 
Provinsi.

(3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud daiam Pasa; 20 zyzs. (3}, digunakan 
untuk Naskah Dinas yang ditamSatengani oleh Kepala Saluar» Perangkai Dee?ah 
Provinsi yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

Kop Naskah Dinas pada Peraturan 'Daerah menggunakan Lambang Daerah dengan 
stempel Jabatan Penandatanganan,

74

Pasa)33

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Satuan Kejja Perangkat Daerah 
dilingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1)1 
Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama 
Bentuk, Ukuran dan Isi 

Kop Sampul

Pasal 24

(f) Sampul Naskah Dinas Satuan Keija Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 
Provinsi berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklal muda jenis kertas 
Cassing.

{Z) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sebagai 
berikut;

JENIS SAMPUL
UKURAN

PANJANG LEMBAR
Kantong 41 cm 30 cm
Folio/Map 35 cm 25 cm
'A folio 2S cm 18 cm
W tbiio 28 cm 14 cm

Pasat 25

Kap Sampul Naskah Dinas Satuan Keija Perangkai Daerah memuat sebutan, Nama 
Satuan Ketja Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode 
Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Gubernur menggunakan Lambang Negara berwarna 
hitam dan ditempelkan pada tengah atas.

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah 
berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 27

Bentuk, ukuran dan isi Kop Sampul Naskah Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah 
Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua 
Penggunaan

Pasal 28

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayal 1' i X diisi dengan sampui Naskah Dinas yang diiandaiangaiii oii'n 
Gubernur/Wakil Gubernur.

12) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat 
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V»
PAPAN NAMA

Bagian Pertama 
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 29

(1) Papaj} Nama Saiuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi 
betfeeniuk empat persegi panjang dengan ukuran \ {satu) berbanding 2 (dua) 
berisi Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Telepon dan Kode Pos 
Wilayah.

(2) Papan Nama Satuan keija Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal 
(Dbcrwama dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

(1) Baituk, ukuran dan isi Papan Nama Satuan Kerja Pefartgkat Daerah 
dilingkungan Pemerintah Provinsi yang karena untuk kepentingan arsitektur dan 
lingkungan diatur dengan Keputusan (Jubemur.

Pasa) 30

Bentuk, ukuran dan isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkai Daerah dilingkungan 
Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur 
ini.

Bagian Kedua 
Penggunaan

Pasal 31

Papan Nama Satuan Kerja Perangkai Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis 
mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 32

Bagi beberapa satuan organisasi yang berada dibawah satu atap/kompleks dibuat 
dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama satuan organisasi.
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BAB Vltl 
KETENTUAN I.A1N-LAIN 

Pasa! 33

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya 
tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur sendiri sesuat dengan ketentuan
vwtcr KpH l̂n j '—e "*■

BAB (X
KETF.NTUAN PENUTUP 

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 
Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada (anggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

PARAF KOORDINASl_ 
jaUMtT SATUAy . -  _

~tfp ,i_

Di tetapkan di Kendari
Pada tangga! 1$} -  2 -  2009.

-G U B E R N U R  ^ A a WI.S! TENGGARA

H. N U R A L A M

Diundangkan di Kendari 
Padaianggal -  7- ~ 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA,

0 V L

H. Z AIN AL ABIDIN.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
TAHUN 2009 NOMOR : g
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWfcSJ TENGGARA 
NOMOR :
TANGGAL: __________________________

JENIS DAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI

L JENIS NASKAH DflslAS

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk 
hukum terdiri d a ri:
1. Peraturan Daerah.
2. Peraturan Gubernur
3. Keputusan Gubernur.
4. Peraturan Bersama Gubernur.
5. Instruksi Gubernur.

B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bemuk surat terdiri dari:
1. Surat Edaran.
2. Surat Biasa.
3. Surat Keterangan.
4. Surat Perintah.
5. Surat Izin.
6. Surat Peijanjian.
7. Surat Tugas.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
9. Surat Kuasa.
10.Surai Perintah Tugas.
I1 .Surat Undangan.
12. Surat Pernyataan melaksanakan tugas.
13.Surat Panggilan.
14.Nota Dinas.
15.Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
16.Lembar Disposisi.
17.Telaahan Staf.
18.Pengumuman.
19. Laporan.
20. Rekomendasi.
21. Surat Pengantar,
22. Telegram.
23.Berita Daerah.
24. Berita Acara.
25 .Notulen.
26.M e m o.
27,Piagam/Sertifikat.
28.STTPL
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C. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dinas Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah.

11. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

A. Penandatanganan.
1. Gubernur

a  Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
Peraturan Perundang-imdangan serta dalam bentuk surat yang 
materinya memuat kebijaksanaan dan atau pelaksanaan dari Peraturan 
Perundang-urtdangan yang lebih tinggi.

Naskah Dinas dimaksud terdiri dari :
1) Peraturan Daerah.
2) Peraturan Gubernur.
3) Keputusan Gubernur.
4) Peraturan Bersama Gubernur.
5) Instruksi Gubernur.
6) Surat Edaran.
7) Surat Biasa.
8) Surat Keterangan.
9) Pengumuman.
10) Surat Perintah.
(1) Surat Izin.
12) Surat Peijanjian.
13) Surat Perintah Peijakunan Dinas.
14) Surat Kuasa.
15) Surat Undangan.
16) Surat Panggilan,
17) Telegram.
18) Laporan.
19) Rekomendasi.
20) Berita Daerah.
21) Berita Acara.
22) Memo
23) Lembar Disposisi.

b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada 
Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil 
Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan 
Masyarakat
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c. Apabila Gubernur berhalangan, pendatanganan naskah dinas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a  dan b, dilakukan Wakil Gubernur 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku.

d. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas 
tertentu kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan 
(Jubemur, kecuali Peraturan Daerah.

2. Wakil Gubernur.

a. Wakil Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang 
telah ditetapkan oleh Gubernur serta dalam bentuk dan susunan surat 
sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung 
jawabnya.

b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada 
pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, Presiden, Wakil Presiden 
M enteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta pihak lain 
yang dianggap perlu.

Naskah Dinas dimaksud terdiri d a r i :
1) Peraturan Gubemur.
2) Keputusan Gubenur.
3) Peraturan Bersama Gubernur.
4) Surat Edaran.
5) Surat Biasa.
6) Surat Keterangan.
7) Surat Perintah.
8) Surai Izin.
9) Surat Peijanjian.
10) Surat Perintah Peijalanan Dinas.
11) Surat Kuasa.
12) Surat Undangan.
13) Surat Panggilan.
14) N ota Dinas.
15) Pengumuman.
16) Laporan.
17) Rekomendasi.
18) Berita Daerah.
19) Berita Acara.
20) M e m o .
21) Lembar Disposisi.
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3. Sekretaris Daerah.
a. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum yang bersifat 
penetapan dan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari 
kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas 
dalam  bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan 
atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah 
yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, yang ditujukan kepada pejabat 
dilingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

d. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani 
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka 
pengaturan dan koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah.

c. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani ;
J ) Peraturan Gubernur.
2) Keputusan Gubernur.
3) Surat Hdaran.
4) Surat Biasa.
5) Surat Keterangan.
(>) Surat Perintah.
7) Surat izin 
O/ Surat Piiijanj
9) Surat Tugas.
!G) Surat Pecintah Perjalanan Dinas.
11) Rekomendasi
12) Surat Kuasa.
\ 3) Surat Undangan.
14) Surat Panggilan.
15) Pengumuman.
16) Telegram.
17) Laporan.
18) Berita Acara.

f. Sekretaris Daerah atau wewenang jabatannya menandatangani :
1) Surai Edaran.
2) Surat Biasa.
3) Surat Keterangan.
4) Surat Perintah.
5) SuratTugas.
6) Surat Perinlah Perjalanan Dinas.
7) Surat Kuasa.
8) Surat Undangan.
Q) Surat Panggilan.
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1(1) S urat Izin.
11) Pengumuman.
(2) Telegram.
13) laporan.
14) Berita Acara.
J 5) Radiogram.
161 Telaahan Siar.
17) Rekomendasi.

4, Pimpinan Satuan Organisasi.
a. I’impinan satuan organisasi atas nama Gubernur menandatangani 

Naskah Dinas dalam bentuk susunan peraturan perundang-undangan 
yang bersifat penetapan dan pengaturan teknis sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya.

b. Pimpinan satuan organisasi menandatangani Naskah Dinas yang 
ditujukan kepada pejabal dilingkungan Pemerintah Daerah, pejabat 
Satuan Keqa Perangkat Daerah lain dan pihak-pihak lain yang 
dianggap peri u.

c. Pimpinan satuan organisasi berdasarkan wewenang jabatannya 
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang 
materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing satuan 
organisasi yang ditujukan kepada pejabat intern satuan organisasi yang 
bersangkutan, satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, 
Pejabal Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan pihak-pihak yang 
dianggap perlu.

d. Apabila pimpinan satuan organisasi berhalangan, pejabat pada setiap 
satuan organisasi berdasarkan pemberian mandat menandatangani 
Naskah Dinas «tas nama Pimpinan Satuan Organisasi yang 
bersangkutan.

e. Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Guherour, menandatangani :
1) Keputusan Gubernur.
2) Surat Edaran.
3) Surat Biasa.
4) Surat Keterangan.
5) Surat Tugas.
6) Surat Perintah.
7) Surat Perintah Perjalanan Dinas.
8) Surat Perjanjian.
(>) Surat Kuasa.
10) Surat Panggilan.
11) Surat Izin.
12) Surat Undangan.
13) Telegram.
14) Rekomendasi.
15) Pengumuman.
16) Berita Acara.
17) Laporan.
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f. Pimpinan Perangkai Daerah atas wewenang jabatannya 
menandatangani:

1) Peraturan Pimpinan Satuan Organisasi.
2) Surat Edaran
3) Surat Biasa
4) Surai fCeieraiigan
5) Surat Tugas
6) Surai Perintah
7) Surat Perintah Petjalanan Dinas
8) Surat iPerintah Tugas
9) Surat Perjanjian

10) Surat Kuasa
11) Surat Panggilan
12) Surat Izin
13) Surat Undangan
14) Telegram
15) Rekomendasi
16) Nota Dinas
17) Pengumuman
(8) Berita Acara
19) Laporan

5 . Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
a. Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan oleh pimpinan 
yang bersifa! informatif biasa atau teknis yang ditujukan kepada eselon 
yang setingkat atau dibawahnya.

Naskah Dinas yang dimaksud adalah :
1) Surat Biasa
2) Surat Tugas
3) Surat Perintah Perjalanan Dirias
4) Surat Undangan
5) Pengumuman
6) Telegram
7) Notulen
8) Surat Perintah
9) Surat Perintah Tugas

10) NotaPinas
11) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
12) Lembar Disposisi
13) Telaahart Staf

(>. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas bagi pejabat dihawah 
Pimpinan Perangkat Daerah diserahkan pengaturannya kepada Daerah 
dengan Peraturan Gubemur.
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III. PEMBUBUHAN PARAF.

a. Pembubuhan Paraf secara Hiraricis.

1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus 
diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat (eselon UI. II. 
dan !) untuk ikal bertanggung jawab kepada lugas pokok dan fungsinya 
atau terkait dengan tugasnya yakni Eselon III disebelah bawah kanan 
kertas. Eselon II sebelah kanan nama yang berwenang menandatangani 
dan fcselon i disebelah kiri dari hama jabatan penanda tangan.

2) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk 
ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur diparaf oleh 
Sekretaris Daerah dan dibubuhkan dibeJaksng nama jab3tan 
penandatangan.

3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

4) Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas tersebut, 
kecuali untuk surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada 
lembar pertama.

5) Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada butir a dialas, ditentukan 
Oleh Daerah.

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

a) Naskah Dinas yang meterinya menyangkut kepentingan unit lain, maka 
pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut perlu ikut serta 
membubuhkan paraf koordinasi pada Naskah Dinas.

b) Paraf Koordinasi Pejabal pada stempel koordinasi diatur sebagai berikut : 
L Nomor Urut l diparaf oleh Asisten Sekda, Prov. Sultra yang

membidangi materi Naskah Dinas.
2. Namor Urut 2 diparal'oleh Kepala Unit Pengelola Naskah Dinas.
3. Nomor Urut 3 diparaf oleh Karo Lingkup Setda Prov. Sultra
4. Nomor Uml 4 (Jiparaf olph Instansi terkait lainnya

IV. PENGGUNAAN a.n.u.h.pll dan Plh.

1. Dilingkungan Sekretaris liaerah

Dalam hal Gubernur memberikah nhandat penandatartgartan kepada pejabat 
bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. Pil dari Plh yaitu sebagai 
berikut:

a) a.n. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat 
telah mendapat mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat 
dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat lersebul tetap berada 
ditangan yang memberikan mandat. Pejabal yang menandatangani dapat 
diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang 
memberi mandat.
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b) U.b. (untuk beliau) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat 
kewenangan memberikan kewenangan lagi kepada bawahannya.

c) PU (pelaksana tugas) dipergunakan jika terdapat kekosongan jabatan 
struktural (bat+iaiangan) dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat 
definitive oleh pejabat yang berwenattg.

d) P!h (pc'aksana huriur»), dipergunakan jik a  pfjabai yung berwenang 
berhalangan sementara dan tidak dapat m elaksanakan tugas kedinasan 
karena kepentingan dinas lain seperti izin, cuti dan atau alasan lain yang 
serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7  (tujuh) hari kerja.

2. Dilingkungan Perangkat Daerah.
Dalam hal Pimpinan Perangkat Daerah memberikan mandat penandatangan 
kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. u.b. Pili dan Plt adalah 
sebagaimana ketentuan pada butir I huruf a, b, c dan d tersebut dialas.

V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN an (atas nama) DAN 
ub (untuk beliau), Plh (pelaksana harian) dan Plt (pelaksana tugas).

A. Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.
1. Penandatangan Naskah Dinas.

a. Oleh GUBERNUR : GUBERNUR SULAW ESI TENGGARA

NAMA JRLAS

b. Oleh WAKIL GUBERNUR : fiU R E fW p R  SULAW ESI TENGGARA 
Kewenangan beiutn di W AKIL GUBERNUR
delegasikan ' !

NAM A *£LAS

Kewenangan telah di W AKIL GUBERNUR
delegasikan. SULAW ESI TENGGARA

n a m a  j e l a s
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2. Penggunaan “ a n ” : an. GUBERNUR SULAW ESI TENGGARA 
SEKRETARIS DAERAH

NAM A JELAS 
Pangkat
Nip.

3. Penggunaan “ Ub “ an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIS DAERAH

Ub.
A SIST E N .......................

NAM A JELAS
Pangkat
Nip.

B. Dilingkungan Satuan Keija Perangkat Daerah Satuan Organisasi. 
1. Penandatanganan Naskah Dinas.

Oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

KEPALA/KETUA. .

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

2. Penggunaan “ a .n ' an. G U B ER N U R .........
KEPALA/KETUA

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

8 6

3. Penggunaan “u.b" an. KJ5PAL A/KETUA/.......................
KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
SEKRETARIS/KABID /KEPALA 
SUB. DINAS,

u.b.
KEPALA SUB. BAGIAN/SEKS)

NAMA JELAS
Pangkal
Nip.

4. Penggunaan “Plt” PK. KEPALA/KETUA....................
KEPALA BAGIAN TATAUSAHA/ 
SEKRETARIS/ KABID/KEPALA 
SUB DINAS.....................

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

S. Penggunaan “Plh” Plh. KEPALA/KETUA....................
KEPALA BAGIAN TATAUSAHA/ 
SEKRETARIS/KABID/KEPALA 
SUB DINAS.....................

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

VI. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT

t. Pengartian
a. Yang dimaksud dengan perubahan adalah menitah sebagian dan suatu 

Naskah Dinas. Dalam hal ini harus di bedakan dengan pengertian ralat 
yaitu menitah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

b. Yang dimaksud dengan pencabutan etdalah suatu pernyataan tidak berlaku 
lagi suatu Naskah Dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam 
pencabutan tersebut.

c. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang 
dinyatakan bahwa suatu Naskah Dinas harus dianggap tidak pemah 
dikeluarkan.
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2. Tata cara merubah, mencabut, atau membatalkan Naskah Dinas.

a_ Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau 
dibatalkan harus dengan Naskah Dinas yang sama jenisnya atau setingkat 
lebah tinggi misalnya Peraturan harus dengan Peraturan.
PpjcJu} yuna {^fhajr mMiwihAan lym hflhtm nnlrahii)»m Aan pcfflbsts!!!!
adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh 
pejabat yang lebih tinggi kedudukannya,

c. Ralat yang bersilat kekeliruan kecil misalnya salah ketik dikeluarkan oleh 
pejabat yang menandatangani Naskah Dinas atau dapat oleh pejabat 
setingkat lebih rendah.

VU POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS
1. Ketentuan Umum.

Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan 
formulir, tuang tepi, alinea, penomoran, pemberian, nomor halaman dan 
kata penyambung.

2. Pengetikan Naskah Dinas.
Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk, surat agar 
diketik diatas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan 
untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai 
berikut:
b. Ruang tepi sebelah atas 3 kait dibawah garis Kop Naskah Dinas.
b. Ruang tepa sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah.
c. Ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri.
d. Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

VIII.SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

A. PERATURAN DAERAH
1. Pengertian.

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan 
perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan bani, melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.

2. Susunan.
a. Peraturan Daerah terdiri alas :

1) Kepala Peraturan Daerah.
2) Pembukaan.
3) tsi Peraturan Daerah.
4) Bagian Akhir Peraturan Daerah.
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- Ad.a. Kepala Peraturan Daerah terdiri dori :
1. Tulisan "  PERATURAN DAERAH
2. Nomor dan Tahun.
3. Nama Peraturan Daerah.

- Ad.b Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas :
1. Tulisan “ Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa “.
2. Tulisan “ Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Konsideran menimbang dan mengingat (dalam konsideran 

memuat pertimbangan-perti mbangan, motivasi, tujuan yang 
akan dicapai dan peraturan perundang-undangan yang 
dijadikan dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah 
tersebut).

4. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Judul

- A dx. Isi Peraturan Daerah terdiri a ta s :
1. B ab-bab:

Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian-bagian dan bagian dapat 
dibagi dalam paragraf.

2. Pasal-pasal:
Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat.

- Ad.d. Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Daerah terdiri a ta s :
1. Nama tempat ditetapkan ;
2. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
3. Nama jabatan Gubernur;
4. Tanda tangan Pejabat;
5. Nama Ja las;
6. Stempel jabatan;
7. Dibawah sebetah kanan ditulis pejabat yang berwenang 

mengesahkan:
a. Disahkan oleh............. ;
b. Dengan Peraturan.............. ;
c. N om or;
<L Tanggal.

8. Dibawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
a. Diundangkan dalam lembaran Daerah ;
b. Menyebutkan nomor, tahun;
c. Tanggal diundangkan;
d. Tambahan lembaran daerah, Tahun, nom or;
e. Sekretaris Daerah;
f. Tanda tangan Sekretaris Daerah ;
g. Nama Sekretaris Daerah,
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9. Untuk salinan ditulis :
a. Disalin sesuai dengan aslinya ;
b. Sekretaris Daerah Provinsi atau a.n Sekretaris Daerah 

P rov insi;
c. Nama Pejabat.

3. Penandatanganan.
a. Peraturan Daerah Provinsi ditandatangani oleh G ubernur;
b. Otentefikasi Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Kepala Biro 

Hukum P rov insi;
c. Peraturan Daerah Provinsi dibuat diatas kertas ukuran folio dengan 

Lam bang Daerah dan mempergunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat 
Daerah.

4. Bentuk/Model naskah dinas Peraturan Daerah, sebagaimana tertera pada 
halaman berikut.
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
N O M O R: TAHUN

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a  nmmmmnmtunmminmminmiltmnininimmmmmmmnimininrn
Mmmmmmmnimntmniinmmminn);

b. mmmmmmnimmmninuBmmmmmmmmnimmmmmminniTnni 
MraramffwnrammnOTJinnmmiminm.

Mengingat : l. MmmmmmmmmmmmmmtranmmmmmimBrammmmminmm 
mmnmunmrammnHnrammmmmromm;

2. Mmmmmmmmmmmrnmrnmrnmmmmmmmnmimnmunmrnmin 
mmmmmmmmmmmminminininrnmra;

3. d s t

Dengan Pereetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH MMMMMMMMMMMMMMMMM 
TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal
( I )  MimnnunmmimnmmnHnmmmmmmmronwimmmmmmmm 

Mmnunnumnmimnmminjnmnimmmmmnunntmnimmmiimi

BAB
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Bagian Pertama

MnmunnmunminromnirainmmmmmmmnnnmminntmmnMnnHn

LAMBANG DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWKSI TENGGARA

91



£6

'ireicqcf (adura^ '9
SBjaf BUIBfsJ g

; IBqEfad uc3uei Bpuox >
t uejBqef euiB^ £ 

! unqBX uep uBjng ‘jb38u8x 'Z 
: innpfetdtip )8dui3i buibn -1 

: SBiB mpMj jnuiaqnQ  uein je ia j iree^nqu i^  i i q w  ueiSeg ‘5 pV

inpnf UB>fdBi»u3}M -p 
: uBijsmnuiaj^ £ 

(jnqasjaj uBjrqwaj eXuim^deisiip uin^nq 
je sep  irci^pefip 3ireX ueStiepun-Suepuniad u&nuBJsd uep iBdeoip ub3jb 3ub.< 
UBTtfnj ‘jsbaijouj ueSuFquityad-usSuBqui.DJdd isnuisui tmispisuo^ iubjeq)

; ie3ui3i»v\j uup Sirequiiua^ ucjapisuo^ z
„ ...................Jnujsqno,, u e s t |n i i

: sbjb uipi3j jn aw q n g  u&mjKia,} ueB^nqtusj q p y

..............uONVlN3X,. S!im»P 9ireX uejniR isj buibm £
i un ip j  uep jou ion  x

.................. jnu iaqno  u e im a is j „ UBSitnj, * i
; sctb uipiai jn iusqnr) uBjnjBjaj ejBda>j e p v

•jnim qnr) uein^aia^ iiip fv  uetSeg p 
'jniuaqnQ UBJtusjaj tsj a 

jnu)9qn£> uejiD&idd UB^fnquoj q 
jnu iaq n o  uemjBMd Bjeds-fl ne 

: sbvj u ip » i jm uaqnr) uBjnjRwj
uEurtsns 'f

-jiuusqnr) t]3]o iireSuBjEpuBjip uep jBjnq e^Suu un(eun$3u9ui 
]BSBd-|BSBd UBp qBq-qeq ure|Rp ire^iremip u&mtBluad jejisjaq e£uuaqew

u j> u |3  •i

*inn(dB^u3ui b^iubjis iresnyida^ ^niuaqjaq BjiqBtte 
‘jnjESuauj e/Cuiejis uep i33uu i|>qa| 3ueX uBSuepun-Sirepunjaj uBjniataj 
UBTjBUBs f̂Bpw 5jniun ue^ien]d^;p wtp isnq;p SueX imSuepun-Suepunjsj 
uenijEia.j jjnmaqjwj SueX sbuiq ijtfifSBN qEjBpe jnaiaqnQ ueitqBjaj

‘uetyaSuad [

H fu s ra a a n o  N v m i v i i a d  a

Z6

........... 3 0 W 0 N ..................N flH V l
VHVOON31 ISHM VinS ISNIAOMJ HVH3VO V 1W 38

s v i a r  v w v n

‘v w o o N H i  i s a /A v in s
ISNlAOHd H V ^aV Q  SRIVJ.3TO3S

6002 {*§8im»eped
u sp u sx  ip um(8u8puma

SV lH f VWVN

..........................«nN H 3SH O

........................ [GSSueiBpBd
.......................UB)(d8J31l{J

tuuiuitimninuunutduiuiumiiuuKUunuuiuiunuunuuiunuuiut q 
^uiuiuiuiuiuiunuuiuiufunuiuuiunuuiuiujuiuiusunuuiuiutui b 

‘uirauRUuiiuuiuiiuuiuiuituuiCBuiiutuururuiuiunHuniiiuiu 
muiEuuituuiummiuianuuiniiauiuKUUiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuuiuiuiuiuiuiuioi (£) 

'unuuiumiuiuiuiuiuiuiuiuiuiumiuiuiunuuiunuunuuiuiui 
uiiuutuiuiuiuiuiiuaionuuiuiunuuiuiaiuiuituuiuiuiujunuumiuiumiuiunu^ ( i )

JBS8J

tuaiutuitauiuKUUiiuuiuianiiunutuuiumianuutuiaianiiunaaiuiunuuianuaiui^ 'q 
inunuiuimiiuiujuiraannmutwiuinwumnmuuiuraranmmminmiiuiuranuuiuij\ o 
aiuiuiuturinatcutuumiunuamniniiuiuJuiujuruiunuuJurajanmuujimmBuiuiuiuiw 
aiuiuiuiuiuiunuuimutanuaiuttuuiuinninuuiuiuiunuiuuiuiiuuauiuiuiuiuiuiuiiu^

JBSBd
WWWmvWNWWVWWWWWWWWWWWWW

ava

liiuiuiuiuRminiiuiunuiiiuiuniiBiiutiiuninuuninnuiuiuiuiaiaiiuunuuiuituuii^ {3) 
utuKnuiannuiuimuiuiuiURuuiuiuiiiiuiunauiiuiuiuuimujuiuiaf uiurattuuiia^' ( i )

IBSQd

uruiuHuiauiuiumiuiuiunatuamnatiiuitauiumtiuuiuiiunituumrai)^
uimoniiunuiiiiuiuunininuaiuiutBiunuunuaiuiiuuiunuuiuniniiu]^

js jS an y



4. Penandatanganan.

a. Peraturan (tubem ur/W akil Gubernur dibuat atas yang dilanda Uuigani oleh 
Gubernur/Wakil Gubernur dibuai atas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas G ubernur dengan f .ambang Negara 
wanii) iiiuitii.

h. Peraturan Gubernur yang bersifat penetapan dibuat dialas kertas ukuran 
folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan 
ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat D aerah ;

c. Keabsahan salinan Peraturan Gubernur yang ditandatangani oteh 
Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat 
yang diberi wewenang.

5. Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Gubernur, sebagaim ana tertera pada 
halaman berikut.
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR..................................

PERATURAN G U B E R N U R ............
N O M O R T A H U N

TENTANG 

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

G UBERNUR

Menimbang : a. m m m m m m m nunm m m m m ninijnm m m m nim m inm m m inm m m m  
mm m m ram m m m m m m m m m nim nim m m ram rnm m m m innunm m  

b. m m m m m m m m m m m m m m m mninimmmmmnunmmmnammm 
ram m m m m m m ninim m m nim inm m m m m m innm inm im m m m m ni

Mengingat : l . M m m m m m m m m m m m inm m m tnm m nim m m m m m m m m m m m m
m m m m inm m ram m m m m m m m m nim m m m m m m m m m inm m m m

2. M m m m m m nim m m m m m m m m m nwim m m m m m m rnm m m m nim  
m m m m m m m m m ram ronim m m im nm m m m m m inm m inm m m m m

M EM UTUSKAN 

M enetapkan : M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

BAB 

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  

Pasat 

M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmttinimmmmmmmm 
M mmmmmmmmmmmm m m m m m m m m m m m m jnm m m m m tn
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Pasal
( 1) M m m m m m m n iin m m m m m m jn in in m m m m m m m n iin m m m m m  

M m m m m m  m rnm rnnw nrom nw nm  m m rnm m m vnm  m m m m m ni m
(2) M m m ram ram m m m rain m m m in m ran u n m m raram m m m n im m ra

tnirunni itim m m m m m m m

B A B
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

B ag ian  Pertam a
M m m m m nrim m m m m nim m m m m rnm m nnm rnm m m m inm nim m m  
M m m m  m  m m m  m m m  m  m m  m m  m m ni m m m  nim  m m m  m m  inm m rn

Pasal

M m m n iitim m m m m m m m m m m m m m m m m m m n in im m m m m in m m  
M m m m m m m rnm m m m m nim m m m m m m rum m m m m m m m m m m m m m m m

a. M m m m m m m ninfin im m intnm m m fflm m m nim m m m m m m m m m  
M m m m m m m m m m m m m m m m m m nim m m iiim m m m m rH m m m

b.M m m m m m m m m m m m m m m m fnm rnm m m m irjnm m m inn im m  
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m nim m m m m m m m inm

B A B
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Pasal
M m m m m m m m m m m m m m m m m m rnrnm m m m nm irnm m m m m m m  
M m m m m m m m m m m m m  tnm m m m ni m m m m m m m nim m m m m m  m

D ite tapkan  d i ....................
Pada ta n g g a l .......................

G U B H R N U fc .......................

N A M A  JK l.A S
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C. KEPUTUSAN GUBERNUR
1. Pengertian.

Keputusan Gubernur adalah Naskah Dinas yang bcTbcntuk Peraturan 
Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan 
Peraturan Pctuodang-undangan yang lebih tinggi atau mengAdakan 
kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.

2. Ciri-ciri
Materinya bersifat penetapan dituangkan dalam diktum PERTAMA, KEDUA 
dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan 
pimpinan Perangkat Daerah.

3. Susunan
Keputusan Gubernur terdiri atas;
a. Kepala Keputusan Gubernur;
b. Pembukaan Keputusan Gubernur;
c. Isi Keputusan Gubernur;
d: Bagian Akhir Keputusan Gubernur.

Ad. a. Kepala Keputusan Gubernur terdiri atas :
1). Tulisan “Keputusan Gubernur............
2). Nomor dan Tahun ;
3). Nama Keputusan yang ditulis “TENTANG............

Ad. b. Pembukaan Keputusan Gubernur terdiri atas :
1). Tulisan “Gubernur............
2). Konsideran Menimbang dan Mengingat;

(Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi, 
tujuan yang akan dicapai dan peraturan perundang-undangan yang 
dijadikan dasar hukum ditetapkannya Keputusan tersebut).

3) Menetapkan Judul.

Ad. c. Isi Keputusan Gubernur terdiri atas:
1) MEMUTUSKAN;
2) PERTAMA;
2) KEDUA, KETIGA dan seterusnya.

Ad. d. Bagian Akhir Keputusan Gubernur terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan
4) Tanda Tangan Pejabat;
5) Nama Jelas;
6) Stempel Jabatan.

4. Penandatangan.
a. Keputusan Gubcrmrr/Wakil Gubernur dibuat dan ditanda (angant oleh 

Gubemur/Wakit Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang Negara 
wama hitam.
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b. Keputusan G ubernur yang bersifat penetapan dibuat diatas kertas ukuran 
folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan 
ditandatangani oleh Pim pinan Perangkat Daerah.

c. Keabsahan salinan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh 
Gubernur/W akil G ubernur dilakukan oleh Sekretaris D aerah atau  Pejabat 
yang diberi W ewenang.

S. Bentuk/Model Naskah D inas Keputusan Gubernur, sebagaim ana tertera  pada 
halaman b e rik u t:
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR...................................................................

KEPUTUSAN GUBERN U R...................................
N O M O R: ...............T A H U N .......................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

GUBERNUR ................................................................

Menimbang : a. mmmmminmmmmnnnmmmnunininrnmmmmmmmmnimnim 
tnmmnunmmmmnunmnunmnunmniinmnunmminmminmnfiin

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmtnmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmnimmmmmnunniniminmiTitnmminmmmm

Mengingat : 1. Mmmmmmmmmnimnunmmmnunninimninunmnimnimninimni 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminmmmnimmm

2. Mmmmmmmmjnmmmmmnimmmmminmmmmmminmmmmni 
mmmmminminmmmmmmmmmmnimnimmnimiTimmmmmiTim

MEMUTUSKAN

Menetapkan: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

PERTAMA MmmmmtnmmtnmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmnunmRim
mmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmmmmntni

KEDUA Mmnunmmmmmmnfimmmniniminmnimmmmmmmnunmnfimmm
irunmmmmmmmminmmmmmfnmmmmminmnimtnmm

KETIGA Mmmmmmmmmmmmmmmmmninimmmmmmmmmmfmntnmm
mmmmmmmmminmmmmmmnimmmnifnrammmmmm

Ditetapkan di 
Pada tanggal.

GUBERNUR/WAKJL GUBERNUR

NAMA JELAS
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR....................................................................

KEPUTUSAN GUBERNUR..................................
NOM O R:.........TAHUN............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

GUBERNUR .............................................................

Menimbang : a. ininnimmniinmmmmminnuiiinmmmnimijinunmtnmmnimmm
mmmmm mmmmrrmrmnjmmmmmmmmmmmmnimminmmm

b. mimnmmmnnnmniimniiunmmnirnmmDiniJmnmmmrnmmrnrn 
mmmmtnmmmmmmmtnmminnunmmmmmmmmtnmimnmm

Mengingat : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmminnuiimminmmmimnniittm
mmmrTtmmmmmmmmmmmminnimmmmmmmmnimmmmmm

2. Mmmmmmmmrammmmjnmmmmmmmmmminmmmmmminra 
mmmmmmmm mmmnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

PERTAMA : Mmmnunmnimmminmmmmtnmniinmninimmmmmmniinmnimm
mmmmmmmmmmmmmmnimmmmmmnimmmminm

KEDUA MmmmmmmmmmmminrammniiTimmniminnimmrammmmninun
mnunmmmmmmmnimmmmmnimmmtnmmmainmm

KETIGA : MmmmmmmmmmminmminmminmmminmmminnimininnuTunm
mmmmmmmmmminnimmmiimnimmmmmmmiiimin

Ditetapkan d i -----
Pada tanggal___

a.n. GUBERNUR.............
WAKIL GUBERNUR

NAMA JELAS
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

KEPUTUSAN GUBERNUR. . . .  
NGM OR: . . . .  j . . . .  J .

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

GUBERNUR

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: a. mmmmmmmmmmmrrnmnmmmmmmmmnraimmmmnirnmm
mmmmmtriinmnimtnrnmmmTntmtimminnifnmfnmnnmmmmiT»

b. mmmmmmnunmmmmmnimramminmmmmmnimniinmmmm 
mmmmm mmmmrarammmmmmmmmmmm mmm tnmmminra

: I . Mmmmjnmnunjtnmmmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmin 
mmmmm mxnminmmmmmmmmmnunmnmimmnimnimmmmin

2. Mmmmmmmmmmmimnminmmmfiiinmmmmnimnunmnimmm 
mmrammmmmmmmmmmnimmmmmmmxnmmminmmmmintn

MEMUTUSKAN

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmnimmmmmmmmmmnurmmminmmmmmmminnlmminnim
mmmmtammimnmmmmmmmmmiTunitimmmmmnim
Mxnmmmmmmmmmtnmmmaurtmminmmmmmmminmmmmmm
mnimnrtnmmiiuninmmmmnimnimirrmmmmiiwimiii

rmnmmtnmmnuwHinmmmiianmromnmimmmminfiim

Ditetapkan d i ....................
Pada tanggal.......................

a.n. GUBERNUR.........................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkal
Nip
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

KEPUTUSAN GUBERNUR................................
NOMOR : ___ J. . . . J ........../

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

GUBERNUR ...........................................................

Menimbang : a. imiuBmmnuimimnuniiunnuiuiimrniRnunnunminnimnmunnim
mmmmmrniTunmmmmmiTunmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. irrnimmmmmmmirirrunmnmmmniininminrnrnininminrnrnmni 
mrniwmnvwnnimtnmmmmmmmmnmimmmmmmmnimmmm

Mengingat : 1. MmmmmmmmmmtnminmmniniinmmrnrammnuninnnmrninmTn
rnmmnunmmmmmmtnmnmijanunttiininmniininnimimmiimmjn

2. Mnunmmiimrnijuiunmmmmmjnmmmjnnimmmmnmiininninun 
mmnuiiTnmmmmninimmmmmmmmmmrammmnimninwnmrruTi

MEMUTUSKAN

Menetapkan MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

PERTAMA : Mnmunmnunmmmmmmmmmmminmmrammrnmmrnmmmirtnitri
mrnrnmininrnjnmmnuiimmmmjnnjmmininjiijnmmmm 

KEDUA MmmmnimmtnmmiiiiiimmmmmmmmrnmminminiTimiHrnimnmm
mmnunmminmmmmiiunmntrnnnnnunmnmuninminm 

KETIGA MmmmnmBnmmmininnimmirmminmmtnmninimmninimnirnmn)

Ditetapkan d i ....................
Pada tanggal......................

a.n. GUBERNUR........................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip
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D. PERATURAN BERSAMA GUBERNUR.

K Pengertian.
Peraturan Bersama Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan 
perundang'imdangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk 
mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Ciri-ciri.
a. Isinya bersifat mengatur.
b. Masa berlakunya lama.
c. Menggunakan Nomor bulat.
d. Nama Judul Keputusan diketik setelah tulisan “ Menetapkan “.
e. Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.

5. Susunan.
Peratuan Bersama terdiri atas :
a. Kepala Peraturan Bersama Gubernur ;
b. Pembukaan Peraturan Bersama G ubernur;
c. Isi Peratuan Bersama Gubernur;
d. Bagian Akhir Bersama Gubernur.

Ad. a. Kepala Peraturan Bersama terdiri atas :
1), Tulisan “PERATURAN BERSAMA GUBERNUR............... ”;
2). Nomor dan Tahun ;
3). Tulis “Tentang”;
4). Nama Peraturan Bersama Gubemur.

Ad. b. Pembukaan Peraturan Bersama Gubernur terdiri a ta s :
1). Tulisan “Gubernur”;
2). Konsideran: Menimbang, Mengingat;

Ad. c. Isi Peraturan Bersama Gubemur terdiri atas :
Bab-bab, Pasal-pasal dan Ayat-ayat.

Ad. d. Bagian Akhir Peraturan Bersama Gubemur terdiri a ta s ;
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan Kedua Kepala Daerah;
4) Tanda Tangan Pejabat;
5) Nama Jelas;
6) Stempel Jabatan.

4. Penandatangan.
Peraturan Bersama Gubemur ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah 
yang melakukan ketjasama, dibuat dialas Formulir ukuran folio dengan 
menggunakan Kop Naskah Dirias Daerah Pemrakarsa ketjasama, dengan 
Lambang Negara warna hitam.
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR....................................................

PERATURAN BERSAMA G UBERNUR...................
DAN G U BERN U R....................................

NOMOR : ...........................T A H U N ........................
N O M O R :...........................T A H U N ........................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

G U B E R N U R .........................................-D A N ...............................
G U B ER N U R .............................................

Menimbang : a. mmmmmmmmminmmmmmtnnunminmmjnmmminimnininm 
mfnmmnunmminninimninimnirninnunmminninunmnuninmm

b. mmmmnunmmtntnmmmiiuiuniiunmmmmnimramininmmnim 
mmmmmmmmmmininmnunmmtnmniminnunimnmmmTnmm

Mengingat : 1. Mmjnmmmminmmmnimmmnunmminminmmmminnmiinmnim
trunmmmmmmmnimmnimmmmmmmmnimmmmmrnmTnmmni

2. Mmnunmmitunmmmminnunnunminininmnmininniimniininmni 
mmmmmmmmnjmmmmmmmmmmmmnunmmndmminmmmm

3. d s t

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmmmninunmmtn mtnnunjriinrnnnn jnjnwiBirainrnninuntnniinin
mmmmmmmmminmnimminmmitunmnimmmminninuninmminm
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Pasal

M nunm m fnm m m m m m m m m m nirnm nim m niinm m m nim m m nin im  
m m m  m m m m m m rnm m m m m m m m m m m m nim m m m m m m m  m m m

BA B
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  

B agian Pertam a

M m m m m m m inm nin im m m m m m m m m m m tnm m m inm m m m m m

P arag ra f
M m m m m m aunm m m m m m m m m m m m m inn in im m ro inm m

jrrnimm mm mrnrnm m rm tim mm rnmiTimTTmim

Pasal

M m nim m H im m m m m m m m m m m m m fnm m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m m m n im m m m m iT tn im m n m im m m m m m n iiu m

B A B
M M M M M M M M M M M M M M M M  M M  M M M M M M M  

Pasal

M m m nim m m m rnnim tnm rnm tnm nirnm nirnm m m m nim m m
m m m m m m m m m m m m m inm m iiiT T im m m nim inm m innin im m m m in

l> itctapkan di 
P&da ta n g g a l .

GUBHRNUR........................  G IJB H R N U R ...........

NAMA JELA S N A M A  JE L A S
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E. INSTRUKSI GUBERNUR

1. Pengertian.
Instruksi Gubem ur adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atasan 
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk 
melaksanakan peraturan perundang-tindangan.

2. Susunan.
Instruksi Gubemur terdiri atas :
a. Kepala Instruksi Gubemur.
b. Pembukaan Instruksi Gubemur.
c. Isi Instruksi Gubemur.
d. Bagian Akhir Instruksi Gubemur.

Ad. a. Kepala Instruksi Gubemur terdiri atas :
1) Tulisan “ Instruksi Gubemur “.....................;
2) Nomor dan T ahun ;
3) Nama Instruksi Gubemur.

Ad. b. Pembukaan Instruksi Gubem ur terdiri atas :
1) Tulisan “ G ubem ur................................
2) Konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan.

(Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi dan 
tujuan dibuatnya Instruksi Gubem ur dan peraturan penmdang- 
undangan yang dijadikan dasar hukumnya).

3) Menginstruksikan.

Ad. c. Isi Introksi Gubemur terdiri atas :
1) Kepada.
2) Untuk.
3) Pertama.
4) Kedua dst.

{Diktum menyebutkan Pejabat yang dituju dan memuat isi yang 
ham s dilaksanakan).

Ad. d. Bagian akhir Intruksi Gubemur terdiri atas :
1) Nama tempat dikeluarkan;
2) Tanggal, Bulan dan T ahun ;
3) Tanda tangan pejabal;
4) Nama je la s ;
5) Stempel jabatan G ubem ur;
6) Tembusan.
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3. Penandatanganan.

a. Instruksi Gubemur ditanda tangani oleh Gubemur dibuat diatas kertas ukuran 
folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang 
Negara warna hitam.

b. Keabsahan saiinan instruksi Gubemur diianda tangani oteh Gubernur/W akii 
Gubemur dilakukan d e h  Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi 
kewewenangan.

4. Bentuk/Mode! Naskah Dinas Instruksi Gubemur, sebagaimana tertera pada 
halaman beriku t;
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR....................................................

INSTRUKSI GUBERNUR. .

N O M O R : ........................... TAHUN

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

G U B ER N U R .............................................

Menimbang : a. mmmromminmmmmiBmiBminnminiinmmiimmunauffinmniiB 
Mmnunmmnimmnwimmnimmmmrrurmuninniinniinmmniinin; 

b- Mmmmmirannimmmjninmrninmn«nmmmramnirarnitimmmin
irunmmnunmmminniiimunmmjninmnimiaitunounmnunnun;

Mengingat : 1. MmmmmmnuiinimmjiuiutunnraKnTnmmmmmminmmrnminnim 
mmmmmmtnmmmmmmmmmramTnrTmmmmmnmmmmmm ;

2. MmnunmmmmmninmimmnunmnirDinmmnimninunmmmniimi} 
mmmmmmmmmmipmmmmmmmmmmminiimimmmnunnttn;

3. dst.

Memperhatikan: 1. Mmrnminnunmmnimmnuninninmimimimuninniminmrnninunm 
mmmmirimmaiininniminmininmmminimnmmmmrnminnuiotn;

2. M mmnmaurrnmmmmnamninmmmTnmmmfnmmnmmminmn 
mmmrummm m mrnmmmmmmmninim mmmmmmmmminmm;

3. d s t

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : L  MmmmmnimnimmiJmmiiimiminnimniramsunmmmmmnmiminmm 
minminminmmmmimnininmmmmmmmnanmmmmiDmmmm

2. Mmmnunmmmmmrommmmnimtnmmmmmmranimmmmmmminnj 
MmmnrnuiunismmmmninunmtninmmminmmmtnrnmmmroiTim

3. dst.
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Untuk

PERTAM A : M ram m m m m m m nim m m m m m m m m inm m m ffim nm unniram nim iitm n 
mmmmmmmniinnjmnjmmmmmminirunmrnrnmnrimmrn

KEDUA : M mmmm irim m m m inrnm m rnm m m inrnm inrom m nm unm m m m m m m ra 
mm m m nunrnroounm m m m irunrnm m m m nim m m m niinm

KETIGA : M ram m m m m m m aum nm nm im m m m inram ranjm m m m inm m m m m  
m m m m m m nunm m m m m m m m m nunm m m ram m m ram m

D itetapkan d i .................................
Pada tan g g a ].................................

G U B E R N U R ...............................

NAM A JELAS

(e m b u sa n :
K M m m mmmmmmmm
2, M nunrrunmmmmmin
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F. SURAT EDARAN

1. Pengertian.
Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan 
atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan

tuHulih»III*  f tV M M M  y i y w»» |%I««V1UM*
2. Susunan.

Surat Edaran terdiri atas :
a. Kepala Surat Edaran.
b. Isi Surat Edaran.
c. Bagian Akhir Surat Edaran.

Ad. a. K epala Surat Edaran terdiri atas :
1) Nama tempat ditetapkan.
2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
3) Nomor.
4) Sifal.
5) Lampiran.
6) Hal.
7) Pejabal/Alamat yang dituju.
8) Tulisan “ Surat Edaran “ ditempatkan ditengah-tengah lembar isi 

Naskah.

Ad. b. Isi Surat Edaran dituangkan/dimmuskan dalam bentuk uraian.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas :
1) Nama Jabatan.
2) Tanda tangan pejabat.
3) Nama jelas (selain Gubem ur ditambah Pangkat dan Nip, bagi PNS).
4) Stempel jabatan/instansi.
5) Tembusan.

3. Penandatanganan.
a. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil G ubem ur dibuat 

dialas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
“Gubemur* dengan Lambang Negara warna hitam.

b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkai Daerah atas 
Nam a G ubem ur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
K op Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Surai Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera dihalaman 
berikut:

1 1 0

LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR....................................................

Mmmmmmmm. .......................... 2009

Kepada

Nomor : Yth. Mmmrnmmmmmmmmmmmmmmmm
Sifat mnunmmnunmnunmmmmmmmmmm
Lampiran :
Hal : Mmmnuntnmmm di-

Mmmmmmmmm MMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmmmmmmnimmmmmmrnnimmmrnmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmitimmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmrnmnimmnimniBunrammmimnmmmmmmmmmnimm

Mmmminmmmmmmminmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmtnmmmmmrnmminmmmmmmmmninunm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

GUBERNUR ........................ ..

NAMA JELAS

Tem busan:
1. Mmmmmmmirunmmram
2. Mmmmmmmmmnimmm
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Mmmmnunmm,.............. .........2009

Kepada

Nomor Yth. Mmnnnmmrnmmmjnmmmm mmmmm
Sifat mmmmmmmmminmmmmmmmmmm
Lampiran
Hal : Mmmmmmmmm di-

Mmmmmmmmm MMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmmmmmmrnmmmmmmmmmnimmmmmmmm
mmmmmmmmmmrnrmnmmmnimmmmminmmmnimmmmmm
mmnunmmmmmmmmmmmmiranmmmmmriimmnunmmnini

Mmmmmmmmmmnunmmnunmmmmmmmmmimnm 
mmmmmmmmm mmmmmninnnmmminmnimmnimfninmnimm 
Tnmmmmmmmmmmminmmmmmmmmmtnmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmiiimmni
mmmmminmmmmmmmmmmmmnimmmmmminmmmmmnun

a.n. GUBERNUR ..........................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmmmm m
2. Mmmmmmmmmmmmm
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

M mmmrnmmm,.................. ,...,2 0 0 9

Kepada

Yth. Mmnunmmranuntnmmmmmmmmmm 
mmoimmniminjnininmmmmmmnimin

Mmmmmmmmm di-
Mmmmmmmmm MMMMMMMM

SURAT EDARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmni
mmmntmnumnmmmmmmmnminimnimnimmnuninmmmmmn)
mmmmmrnrmnmnrmimmmmmmmmmoinMnmininmmmmmm

Mmnrnunmmmmmmmnimmrnmminmiiinunmminmrn
mmmmmrommmmmmmmmmminmrnmminmmminrnrtimnimm
mmmmmmmmmmmmmmmimnmmmmmnimmmmTtimmm

Mmmmmmmmmmmmnunmmmmrnmmmmmmmnim
mmmrammmininimmnmmmmmmmmmjnmmminmmmnimni

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tem busan:
1. Mmmminmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmm
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G. SURAT BIASA.

t. Pengertian.

Surat Biasa adalah aiat penyampaian berita secara tertulis yang beri» 
pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran dan 
sehagainya.

2. Susunan.
Surat Biasa terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Biasa.
b. Isi Sarat Biasa.
c. Bagian Akhir Sunit Biasa,

Ad. a. Kepala Surat Biasa terdiri a ta s :
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) “Kepada”  Pe^abet/alamat yang ditu ju ;
4) Nomor Surat;
5) Sifat su ra t;
6) Lampiran surat;
7) Hai surat

Ad. b. Isi Sxnat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Biasa terdiri a ta s :
1) Nama jabatan.
2) Tanda tangan pejabat
3) Nama jelas (selain Gubernur ditambah Pangkat dan Nip bagi PNS)
4) Stempel Jabatan/Instansi.
5) Tembusan.

3. Penandatanganan.
a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dibuat 

diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
“Gubernur' dengan Lambang Negara w an» hitam.

b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
Nama Gubernur dibuat dialas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkai Daerah atas 
wewenang . jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkai Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Biasa sebagaimana tertera dibawah in i :
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LAMBANG NEGARA GARUDA HITAM
GUBERNUR....................................................

Nomor
Silat
Lampiran
Hal Mmnunrmnmmm

Mmmmmmmmm

Mmmmmmmm,..........................2009

Kepada

Yth. Mmmmmmnunmnunmmmmmmmmm 
rnmrnmmmmmmrammmmmmtnmmm

di-

Mmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmnunmmirunmm
mmmmmtnmmmmmmmmmmmmmrammmmmmmmmmmmmmtnmm
mmmmmmmmmirtmmmmmmmmmmtnmmimmm

Mmmmrammmmminmtiitnmnimmmmmmnnrannuiurinimmm
mmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmxnrmnmmmmmm
mmmmmrammmmmmmnimmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnurmun
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminmm

GUBERNUR.

NAMA JELAS

Tem busan:
1. Mmmmmmmmmmmnttti
2. Mmmmmmmmmmmmm
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KOP N A SK A H  DJNAS 
PERA N G K A T D A ERA H

Mmmmmmmm,............... 2009

Kepada

Nomor : Ytli. Mmmmmnimmmmmmmrnmmmmmm
Sifat mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran
Hal : M m m m m m m m m  di-

Mmmmmmmmm M M M M M M M M

LAMBANG
DAERA1 i

Mmmmmmmm m ntmmmnimtnminmmnimmrammnim m m mm
m m mm m mm m m mmm mmm m mm m m m m m m mm m m mm m mm m m m 
(Trnim nim m m m m m m m m ram inm m m nim tnm m m tnm

M  m m m m m m mmmmm m m m m mm m m m tn m m m i n m m m m m m 
m /iunnm m iiiunm m jiim iTim m nim rnm m m m m m m m rninm m m m m rnrnm  
m m ni m m m m m m m mm mrnmrn m m m m m m m m m m m

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmmmm mmmmm

an. G U B E R N U R ........................
PIM PIN A N  PERA N G K A T DAERAH

NAM A JELA S
Pangkat
Nip.

Tem busan :
1. Mmmmmmmmmmmmm
2 . Mmmminmmmmrammm

116

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

M m m m m m m m ,........................... 2009

Kepada

Nomor : Vth. M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Sifat m m m ram m m irifnm m m m nim m m m inin
Lampiran :
Hal : M m m m m m m m m  di-

M irunm m m m m m  M M M M M M M M

LAMBANG 

DAURAH

M m ram m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m nim m
m m m m m m m m m m m m m m m rnm rrm im m m m m m m m m m m m m m m m m
mmmrnrnmrnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn

M rnmrnmmmrnrnmmrnmmmmrnmmmmrnmmmmmmmmmm 
m tnrainm m m m m m m m m m m m m m riim m m m m m inm m m m m inm m m m  
mrnmmmmmmmmmm nirnmmmmmmmmmm m m m

M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m rnm m
mmmniangTmuammmmmmmmmmmtnmmrnniinmmmmm

NAM A JABATAN PIM PINAN 
PBRANGKAT DAERAH

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmm

NAM A JELAS
Pangkat
Nip.
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H. SURAT KETERANGAN.

1. Pengertian.
Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari 
pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hai.

2. Susunan.
Surat Keteranan terdiri a la s :
a. Kepala Surat Keterangan.
b. Isi Surat Keterangan.
c. Bagian Akhir Surat Keterangan.

Ad.a. Kepala Surat Keterangan terdiri atas :
1) Tulisan 1‘Surat Keterangan” ditempatkan dibagian tengah lembar 

Naskah.
2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut 

kebutuhan.

Ad. b. Isi Surat Keterangan terdiri a ta s :
J) Nama dan Jabatan yang menerangkan.
2) Nip, Pangkat/Golongan, umur, kebangsaan, agama, pekeijaan, 

alamat dan identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan,
3) Maksud keterangan.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas :
1) Nama tempat.
2) Tanggal, bulan dan tahun.
3) Nama jabatan berikut pangkat dan nip.
4) Tanda tangan pejabat
5) Nama jelas (selain Gubemur ditambah pangkat dan Nip).
6) Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan.
a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Gubemur/Waki! Gubemur 

dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
“Gubemur” dengan Lambang Negara warna hitam.

b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah 
atas Nama Gubemur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah 
atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Keterangan sebagaimana tertera dihalaman 
beriku t:
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LAMBANG NTGARA
GUBERNUR.....................................

SURAT KETERANGAN 
N O M O R ......... J ................. / .............2.

I . Yang bertanda tangan dibawah i n i :

a. Nama : Mmmmmmntminmnuntnnunmtnmmin
b. Jabatan : Mmmmmrnmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahw a:

a. Nama/Nip : Mmtntnmmtnm/MMMMMMMM
b. Pangkat/Gol : MmmmmmmnvMMMMMMMM
c. Umur : Mmmmm Tahun.
d. Kebangsaan : Mmmmmmmm
e. Agama : Mmmmmmmm
f. Pekeijaan : Mmmmmmmm
g. Alamat : Mmmmmmmm

Bermaksud : Mmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmm 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ............................
dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M m m m m m m m ,.......................2.

GUBERNUR.

NAMA JELAS

Tem busan:
1 .Mmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmm
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN 
NO M O R........... / ................ / ............ 2.

1. Yang bertenda tangan dibawah in i :

a. Nama ; Mrmnmmrommmmm m mmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmnimmmmmm

dengan ini menerangkan bahw a:

a. Nama/Nip : Mntmmmmmm/MMMMMMMM
b. Pangkat/Gol : Mmmmmmmm/MMMMMMMM
c. Umur : Mmmmm Tabun.
d. Kebangsaan : Mmmmmmmm
e. Agama : Mmmmmmmm
f. Pekerjaan : Mmmmmmmm
g. Alamat : Mmmmmmmm

Bermaksud : Mmmmmmmmmmmmmnimmmmmimnminmmmmmm 
MmmmmmmnimmmmmmmmmmtnmmmmmTnmmmm

2, Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ............................
dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M mmmmmmm,......................2 ......

An. GUBERNUR.......................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkal
Nip.

Tem busan:
\ . Mmmmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmmmm
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN 
N O M O R .........J ................. f .............2.

I . Yang bertanda tan g si dibawah in i :
a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahw a:

a. Nama/Nip : Mmmmmmmm/MMMMMMMM
b. Pangkat/Gol : Mmmmmmmm/MMM MMMMM
c. Umur : Mmmmm Tahun.
d. Kebangsaan : Mmmmmmmm
e. Agama : Mmmmmmmm
f. Pekojaan '.Mmmmmmmm
g. Alamat : Mnunnmunmm

Bermaksud : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmin 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ............................
dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm.........................2 ......

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip*

Tembusan:
J. Mmmmmmmramrammm
2. Mmmmnunmmmnunnun
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J. SURAT PERINTAH.
1. Pengertian.

Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak 
alasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk 
melaksanakan lugas khusus.

2. Susunan,
Surai Perintah terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Perintah.
b. Isi Surut Perintah.
c. Bagian Akhir Surat Perintah.

Ad.a. Kepala Surat Keterangan terdiri a ta s :
1) Tulisan “Surat Perintah” ditempatkan dibagian tengah lembar 

Naskah.
2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut 

kebutuhan.
3) Dasar.

Ad. b.lsi Surat Perintah terdiri a ta s :
1) Tulisan “Memerintahkan” ditempatkan dftengah iembar Isi N askah;
2) Nama pejabat, nip dan jabatan yang diberikan tugas khusus;
3) Jenis tugas khusus yang harus dilaksanakan ;
4) Waktu melaksanakan tugas.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah terdiri a ta s :
1) Nama tem pat
2) Tanggal, bulan dan tahun.
3) T anda tangan pejabat
4) Nama jelas (selain Gubernur ditambah pangkat dan Nip bagi PNS).
5) Stempel jabatan/5 nstansi.
6) Tembusan.

3. Penandatanganan.
a. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Ciubemur/Wakil Gubernur dibuai 

diotas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
dengan Lambang Negara w aim  hitam.

b. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
Nama Gubernur dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perintah, sebagaimana tertera dihalaman 
berikut in i :
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR...................................

SURAT PERINTAH 
NOM OR: ....................................

Dasar ; 1. Mmmmmmmnunmmmmmmtnmmnnmininmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmminniinmnimmmnimmmminmmmmnim

MEMERINTAHKAN

Kepada :

a. Nama : MmmnHnmmmmtnmmmmmmmrammmmmnunmmmmminmin
b. Nip : MMMMMMMMM
c. Jabatan : Mmmmmmnunmmmmmmmmmtnmmmmnunmmnmmimmmni

Untuk :

Mmmrornmmmroinmmmmmmmininrnrnmrnnirornmrammminmmmmrnmrrimin
rnmnunmtnnimmmnimmminmnumnmmmnuninnunnunnmunmnirnnunmtnnunmniin
nunmnunmmmnunmmmm.

MinrnmmrnrrmimmrnjnnimnimmmmmmmmmmmmranirnrnmrninniTnmmmrnm 
mmmnimniniiii mmmmmrnmnunmm.

Ditetapkan di .................... ................
Pada tanggal .......................................

GUBERNUR...................................................

NAMA JELAS

Tembusan:
1. Mjiunmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmrnmrnmmmjnmmmrom
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH 
NOM OR: ...................................

Dasar : 1. MmmmnrimmniininnimminnunmmTOmrntnnniuTimmrnmjnm
2. Mimiiminmmmmrnninuninmmmmmmrnmramnininnnmmm

Kepada

MEMERINTAHKAN

a. Nama : MmmrofflmmmmimniniiinimmninHnnBninnanmmtnmnmiramm
b. Nip : MMMMMMMMMMM
c. Jabatan : Mmmmmjnm mnunmnrniiairinunmtnnimiiHinmTniTiTtimmimnmm

Untuk

MmmrnmmmmmmmmgimnimnimmmmminmmmmiiMnmnimmHirntnmiwmtri
mmmminiiiinminmmmmmmmmmnimmjinjnmmniniiiwniniiHnnaninminiiirarnnsmTniD
mnunmmmmmtnntmmnmim.

MmmmmmmmniinmmiTnnirimmmmmmmmmmminmimtinininiinirmnnnT]rnn
mnmimmmmmmmmmmminnimmmnv

Ditetapkan di ........................ ............
Pada tanggal ....................................

an. GUBERNUR.....................................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tembusan:
1. Mmmmimnmjnmrainmnjinmm
2. Mmmmmmmmnimmnimmmm

i
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J. SURAT IZIN.
1. Pengertian.

Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu 
permohonan yang dikeluarkan d e h  pejabat yang berwenang menurut 
perundang-undangan yang bedaku.

2. Susunan.
Surat izin terdiri a ta s :
a. Kepaia Surat Izin.
b. Isi Surat Izin.
c. Bagian Akhir Surat Izin.

Ad. a. Kepala Surat Izin terdiri a ta s :
1) Tulisan “Surat Izin” ditempatkan dibagian tengah lembar atas 

Naskah Naskah;
2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang;
3) ditempatkan dibawah tulisan "Surat Izin” ;
4) Tulisan “Tentang” ;
5) Hal Surai Izin ditempatkan dibawah tulisan “Tentang" dengan huruf 

besar.

Ad. b. Isi Surat Izin dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad. c. Bagian Akhir Surat izin terdiri a ta s :
1) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin.
2) Tanggal, bulan dan tahun.
3) Nama jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.
4) Tanda tangan pejabat yang memberi izin.
5) Nama jelas pejabat yang memberi izin berikut Pangkat dan Nip.
6) Stempel jabatan/mstansi.
7) Tembusan.

3. Penandatanganan.
a. Surat Izin yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas ukuran 

folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “Gubernur” dengan 
Lambang Negara wama hitam.

b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas Nama 
Gubernur dan atas wewenang Jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang 
bersangkut»!.

c. Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Izin, sebagaimana tertera dihalaman berikut 
in i :
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR....................................

Dasar

Kepada

Nama

Alamat

Untuk

SURAT IZIN

N O M O R ............ / ................./ .................2 ....

TENTANG 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

: a. MmnunmmmmmmirumninnmiinnmHniiunnimniinniinmmmninjni 
mmmmmmmmmmrninniiTimimnmmmmmmmmmntmrnmnuiimm

b. Mmmmmmmm n^mnrnimnurimmniinmnimrnminmminmnmimm 
nunmmmnanmmmnminimminmmnimtnmnimmmnimaimmtniwtti

MENGIZINKAN

: Mmmnuiunmnunmmniinminmninunmmm

: Mmmmmmmnunnunnunmmmnunmminm

: Mmmmrammmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan d i ..................................
Pada tanggal..................................

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

NAMA JELAS

Tem busan:
1. Mnunmmmmmmmm
2. Mnunnunmtnnunmin

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN

N O M O R ............ / ................. / ................. 2 ... .

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar : a. Mmmmmmnunmmrmnmminiiimmntnininnnmninunnifnmnimmm
mmmmmirnnmmmmmrommmmronunnimmmmmmtnmmmmm

b. MmfflmmTTunmmmmmmmmmmiranmmmranunmmmmimnmD™ 
nimmmmmmmmmnimmmmmmmmmmnimmrammmmiranmmm

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Mmmjmmimnminminminninimmjnmmiuin

Alamat - Mmmmmnunmmrnmmmnri mmmmmmmm

Untuk : Mmnvmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan d i ...................................
Pada t a n g k i ...................................

an. GUBERNUR............................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAM A JELAS 
Pangkat
Nip.

Tem busan:
1. Mmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmm

LAMBANG
DAERAH
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LAMBANU
DA£RAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN

N O M O R............/ ................ / ................ 2 ....

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

: a. Mmmmmmmmmmmmnunimnmmmmnimmmmmnimininmmnim 
mmmnrnimmmmm mmmmmrammminmmmmmmranmimjnmnun

b. MmmmmmmmnunmmmmmjfnmmnumninmmmmrammmminiTim 
mmmmmmmmmmrnmmrnmmmmmmrnmmrnmmmmmmmmnim

MENGIZINKAN

: MmmmmmminmmmmmmmmiTiinmmmm 

: MmmmmmmmmnimimnmmminniiTunmm 

: Mrnnmmmmmmmmmmmmmmmmnimm

Dikelurkan d i .................................
Pada tanggal.................................

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

Tembusan t
1. Mmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmminm

Dasar

Kepada

Nama

Alamat

Untuk
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1. Pengertian.
Surat Peijanjian adalah N askah Dinas yang berisi persetujuan y ang  m engikat 
antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain untuk m elaksanakan suatu 
tindakan atau perbuatan hukum  yang telah disepakati atau disetujui bersam a.

2. Susunan.

Surat Peijanjian terdiri a tas :
a. Kepala Surat Perjanjian
b. Isi Surat P eijan jian ;
c. Bagian Akhir Surat Perjanjian.

A d.a K epala Surat Peijanjian terdiri a ta s :
1) Tulisan “Surat Perjanjian” ditempatkan dibagian tengah lem bar N askah

Dinas;.
2) N om or dan Tahun atau dapat menggunakan nom or panjang m enurut 

keperluan.
3) Tulisan “Tentang”.
4) Nama/Judul Surat Perjanjian.

Ad.b. Isi Surat Peijanjian terdiri a ta s :
1) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan.
2) Nama, pangkat, nip (bagi PNS) pekerjaan dan alam at pihak-pihak 

yang terlibat dalam  peijanjian.
3) Objek yang dipetjanjikan hak dan kewajiban dari m asing-m asing 

pihak.
4 ) Sanksi Hukum.
5) Penyelesaian perselisihan.

C a ta tan :
Jika dianggap perlu  bahw a uraian dapat disusun dalam  pasal dan ayat.

K. SURAT PERJANJIAN.

Ad.c Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas :
1) Tulis “PIHAK k c ........ "  yang membuat peijanjian.
2) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat.
3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.
4) Materi.
5) Nama je las pihak-pihak penandatanganan.
6) Pangkat dan N ip bagi PNS.
7) Saksi-saksi (Nam a je las dan tanda tangan).
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3. Penandatanganan.

a. S u ra t P e rjan jian  y a n g  d itan d a tan g an i o le h  G u b e rn u r  d ib u a t d ia ta s  k e r ta s  
u k u ran  fo lio , d en g an  m en g g u n ak an  K o p  N a sk a h  D inas “G u b e rn u r”  d en g an  
L am b an g  N e g a ra  w arn a  h itam ,

b. S u ra t P erjan jian  y a n g  d itan d a tan g an i o le h  P im p in an  P e ra n g k a t D aerah  atas 
N am a G u b e rn u r dan  a ta s  w ew e n a n g  ja b a ta n n y a  d ib u a t d ia ta s  k e r ta s  ukuran  
fo lio , d en g an  m en g g u n ak an  K o p  N a sk a h  D in a s  P e ra n g k a t D a e ra h  y an g  
b e rsan g k u tan .

c. S u ra t P e rjan jian  y ang  d itan d a tan g an i o leh  K e p a la  B ad an / 
D in as /L em b ag a /ln s tan s i a ta s  w e w e n a n g  ja b a ta n n y a  .d ib u a t d ia ta s  kertas  
u k u ran  fo lio , d en g an  m en g g u n ak an  K o p  N a sk a h  D in a s  P e ra n g k a t D aerah  
y a n g  bersan g k u tan ,

4 . B en tu k /M o d el N ask ah  D inas S u ra t P erjan jian , s e b a g a im a n a  te rte ra  
d ih a lam an  b e rik u t ini:
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR...................................

SURAT PERJANJIAN 
NO M O R............ / ................ <.................2 ....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pada hari mmmmnun, Tanggal mmmmmm, Bulan mmmmmm dan Tahun 
MMMMMM. bertempat di mmmmmm, kami yang bertanda tangan dibawah in i :

1, Mmmmmmmmmmmnimm ; MmnrninunminminmninininjiiiinninjmniniiTunmin
mrrmmmmmmmmmmmmminmmfPlHAK i).

2. Mmmmmmmmmmmmmm : Mmrommmmmmmmmmmmmmmmmmrammmm
mmmmmmmmmmmmnimmmmm(PIHAK H).

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmjnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmminmmmmmmmmmmmmmmmminmm

Pasal Umum

Mmmmmmmmmmmmjnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmntmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE fl PIHAK KE I

NAMAJABATAN GUBERNUR......................
YANG TERLIBAT,

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Saksi-Saksi:
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (nama dan tanda tangan).
2. Mmmmmmmmmnunmmmmmmmmmm (nama dan tanda tangan).
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KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN 
NOMOR..........J ................/ . ..............2....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mtmnunminnw»nunnimmmiwmnrnmmnunnuMninmmmnimiiiinmiiHnm.

1. Mmmmmnimmmmrnjninm : MrmrnnmmmmmnunininrnninimminnimmnimTnin
Mmmiruimiminirunninmimm(PIHAK I)

2. Mmmmmnuiuninninuninni : MinminmnmiinniniminnimniiniTiinmmmnmunmrn
Mnunmmmtnnimmianiiiunin(PIHAK U)

MinimiTuimimmmnunnunninuTimiDnuDinnunin mnuntommnunntmmmm 
mmiTimmmmnunmmmmmmnimmFwninmmrninmniinmmnrrnmrrLmm.

Mmnujunmnuiuanunnunmnanunminniiiunmmm

Pasal Umum

Mfnmmnnnmmmminmmmmmmminmnunmminfl)ffiTniiunininniininmimn
mmmmininiiuninminnuntRiummmainunminnintmniinnimniinmmiTiinin.

MnunnunmmamunmmmmmninimmnQmm

PIHAK KE II PIHAK KE 1

NAMA JABATAN an. GUBERNUR....................
YANG TERLIBAT, PIMPIN AN PERANGKAT DAERAH

LAMBANG
DAERAH

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
Nip. Nip.

Saksi-Saksi:
1. Mmnunnunnunmmmmmin (nama dan tanda tangan).
2. Mmmnunnimmtnnunrainm (nama dan landa tangan).

132

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJANJIAN 
NOM OR........... A.............../ ................2 ....

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmininmmmmmmjnmmniminmrnmmnimmfnrnmimnm.

1. MrammmTmnmmniinmnim : MmmmtnmiTmuTimmmmmmnimmnim m mmmmm
Mmmmmmminminmnnnmm(PlHAK I)

2. Mmmmmmmtnmmnimmrn : Mirnnffiinmmmgtmmmmnimnimmmmmnimmmm
Mmmmm mm imnmmmmmm(PiHAK H)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmnimmrammmmmnunmni
mmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmnHnmntmmiTmm

Mounrammramnmimrammmmimmnmimnminm

Pasal Umum

Mmmmmmnimmmmmmnimmmmm mmm rnmmmmmmmmmm mmmmm 
fnmmmnmunmmnunmmmimnmmminmmrnmmniinmnimmirirnmmmm.

Mnmmiwnmntmminmmmmmraraniinmra

PIHAK KE n  PIHAK KE 1

NAMA JABATAN NAMA JABATAN PIMPINAN
YANG TERLIBAT, PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
Nip. Nip.

Saksi-Saksi:
1. Mmmmmmmmnmintmmm (nama dan tanda tangan).
2. Mrammmmmmmmnunnim (nama dan tanda taipan).
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L. SURAT TUGAS.

1. Pengertian.
Surai Tugas adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari 
pihak atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut

2. Susunan.
Surat Tugas terdni a ta s :
a. Kepala Surai Tugas.
b. Isi Surat Tugas.
c. Bagian Akhir S u i^  Tugas.

Ad a Kepala Surat Tugas terdiri atas :
1) Tulisan “Surat Tugas”.
2) Nomor dan Tahun.

Ad.b. Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama 
jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan dan 
waktu pelaksanaan tugas.

Ad.c Bagian Akhir Surat Tugas terdiri dari:
1) Narna tempat.
2) Tanggal, bulan dan tahun.
3) Nama jabatan.
4) Tanda tangan pejabat yang memberi tugas,
5) Nama jelas pejabat.
6) Pangkat dan Nip bagi PNS.
7) Stempel jabalan/instansi.
8) Tembusan.

3. Penandatanganan.
a. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas ukuran 

folio, dengan menggunakan Kup Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang 
Negara warna hitam.

b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
Nama Gubernur «fon atas wewenang jabatannya di buat diatas formulir 
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah W nas Perangkat Daerah 
yang bersangkutan.

c. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera dihalaman 
berikut in i :
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR.....................................

SURAT TUGAS

N O M O R ............................T A H U N ............................

M mmmmmmmmmntmmmmmnimratntnmmininmmmmmmmmmmmmm
mmmmmjnmmmminmiTunrnmmmmmmnimminnunmrnmmmmnutunrnnimmmnmun
mmmmmmmmmmrnmmnunnmiinminnimmminminmmmininrain.

M EN U G A SK A N :

Kepada
a. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

b. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

c. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Untuk : M mmmmmmmnimmmmmnjmmmnjmrnmmmmmmmmmininm
MmmmmrtimmnammmmmmmntmnimmmmmFnmmmmmmmrnmmmmmmrommmfn
mmrniTsmnirammmmmmmmmmmmmnunmrmnmmmmmin.

Dikeluarkan di 
Pada ta n g g a l..

G U B E R N U R .

NAM A JELAS

T em busan:

1. Mmrnmmmmmmmmmmmmmmmnm!
2. M mmmmmmmmmmmmmmmmnunm
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KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS 

N O M O R ...........................T A H U N ...........................

MmmmmmmmmmmmmniminmmrnmmmmjiimrnmninimrnminmiTjmrnmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmrtanmmmnimnimmmmmmrnninnnim 
mmmmmmmmmmninimmmrainn] nun mmmmmmmmmmmmm.

M ENUGASKAN:

Kepada
a. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

b. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

c. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmminmnimmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmminmmmmmmnirrfmmmmmmmnimmmmmminmmmmiTLmm 
mmmmm mm mmmmm mmmmrnmmmmmmmnunmnimmni.

Dikeluarkan d i ............................
Pada tanggal.................................

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tem busan:
1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmrnmmrnmmmmmmmmmmrnmmm

LAMBANG
DAERAH
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS 

NOM OR..........................TAHUN.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmnirrimmmmrnmmnimiiimnnnmfnmmnim 
mmmmmmnunmmmmmmmmmmmmTnminmmiTinunniminmmmmmmm mmmmmm 
mmnunmmmmmmmminminnimmmmmmmmmniminnimmmm.

Kepada

MENUGASKAN:

a. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

b. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

c. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Untuk : Mmmmmmmmmmmmmrnnunmmrnmmmjnmmmmmrnmmmin
mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmtnmmmmmmmm 
miiimmmmmmmmmmmmmmmRimmnLmmminmmminmin.

Dikeluarkan d i ...........................
Pada tangga!...............................

an. GUBERNUR......................................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tembusan:
i . Mmmmmmmmmmmmm rnmmnimranmim 
2- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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M. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

1. Pengertian.

Surat Perintah PfirjaJanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat 
pemberitahauan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan 
peijalanan dinas serta pemberian fasilitas peijalanan dan pembiayaan.

2. Susunan.

Surat Perintah Peijalanan Dinas terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Perintah Peijalanan Dinas.
b. isi Surat Perintah Peijalanan Dinas.
c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Ad.a Kepala Surat Perintah Peijalanan Dinas terdiri a ta s :
]) Tulisan “Nomor” dise belah kanan atas.
2) Tuliasan “Lembaran k e ...."  Diketik dibawah kata “Nomor” .
3) Tulisan “Perintah Peijalanan Dinas” ditempatkan ditengah lembaran isi 

naskah.
4) Tulisan “(SPPD)” diketik secara simetris dibawah kata “Surat Perintah 

Peijalanan Dinas”.

Ad.b Surat Perintah Peijalanan U nas terdiri atas :
1) Nama jabatan yang memberikan perintah.
2) Nama dan Nip pejabat/pegawai yang diberi perintah.
3) Jabatan/pangkat dan golongan pegawai yang diberi perintah.
4) Nama tempat dari dan kemana peijalanan dinas dilakukan.
5) Lama peijalanan dinas.
6) Maksud perjalanan dinas.
7) Perhitungan biaya peijalanan dinas.
8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah 

peijalanan dinas dari pejabat yang didatangi.

Ad.c Bagian Akhir Surat Perintah Peijalanan Dinas terdiri a ta s :
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.
2) Nama jabatan pemberi perintah.
3} Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah.
4) Stempel jabatan/stempel instansi.
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a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani o leh  Gubernur/ Wakil 
Gubernur dibuat d iatas kertas ukuran folio, dengan m enggunakan Kop 
Naskah Dinas “G ubernur” dengan Lambang N egara w arna hitam.

b . Surat Perintah Peijalanan D inas yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah atas Nama G ubernur atau atas w ew enang jabatannya dibuat diatas 
kertas ukuran folio, dengan menggunakan K op Naskah Dinas Sekretariat 
Daerah.

c. Surat Perintah Peijalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan 
Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran 
folio, dengan m enggunakan K op Naskah D inas Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

3, Penandatanganan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas SPPD, sebagaimana tertera dihalaman berikut 
i n i :
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LAMBANG NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI......................

Nomor 
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
( S  P P D )

1. Pejabat yang memberi perinlah

'L Nama/Nip Pegawai yang diperintah 
M fn y ^ liu n  pepalanan Dinas--------

3. Jabatan, Pangkat dan Gotongan dari 
Pegawai yang diperintah

4. Perjalanan Dinas yang :dari :
Diperintahkan ke

Transportasi menggunakan :

5. Perjalanan Dinas direncanakan : A. selama ( ) hari.
dari tanggal...............................
s/d tanggal.................................

6. Maksud mengadakan peijalanan

7. Pertutungan Biaya Peijalanan : Atas beban :
Pasal Anggaran :

8. Keterangan : lihat sebelah

MmranuBmmmfnmm,................ ..2

GUBERNUR....................

NAMA JELAS
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KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERJNTAH JALAN :

Tempat Kedudukan 
Pegawai Yang diberi 

Perintah

Berangkai Kembali
Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan

U. DARI PEJABAT DIDAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Tiba Kembali
Pegawai yang diberi Tanggal Tandatangan Tanggai Tandatangan

Perintah
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N. SURAT KUASA.

1. Pengertian.
Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti 
yang berisi pemberian mandat atas wewenang dori pejabat yang memberikan 
kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas asma pejabat 
pemberi kuasa.

2. Susunan.

Surat Kuasa terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Kuasa.
b. Isi Surai Kuasa.
c. Bagian Akhir Surat Kuasa.

Ad.a. Kepala Surat Kuasa terdiri a la s :
1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan ditengah lembar Naskah Dinas.
2) Tuliasan “Nomor”  Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat 

Kuasa”.

Ad. b. Isi Surat Kuasa terdiri a ta s :
1) Nama pejabat yang memberikan kuasa.
2) Nama jabatan yang memberi kuasa.
3) Tulisan “Memberi Kuasa” .
4) Tulisan “Kepada”.
5) Nama Pejabat yang diberi kuasa.
6) Nama Jabatan yang diberi kuasa.
7) Tulisan “Untuk”.
g) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri a ta s :
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
2) Nama jabatan pemberi kuasa.
3) Tanda (angan pejabat pemberi kuasa.
4) Nama jenis pemberi kuasa (pangkat dan Nip bagi PNS).
5) Stempel jabatan/instansi.
6) Nama jabatan yang diberi kuasa.
7) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.
8) Nama jelas pangkat dan Nip yang diberi kuasa.

3. Penandatanganan.
a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur dibuat 

diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
Gubernur dengan Lambang Negara warna hitam.
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b. SiitiU Kuass yang wtsfidstsisgsni o!&h i» utus Nduiu
Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan Kup Naskah D inas Sekretariat Daerah.

c. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh P im pinan Perangkat D aerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat D aerah yang  bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat K uasa sebagaim ana tertera dihalam an 
berikut i n i ;
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR...................................

SURAT KUASA

N O M O R : .......................................

Yarig bertanda tangan dibawah ini

a. Nam a : Mmmmmotnunmnunaimmmnunmmm
b. Jabatan : Mmmmmmnunmmmmmnunnumninin
c. Nip : MMMMMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada

a. Nama : Mmmmmintnmmmmmmmmminmminmtnm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmninynninimniinmmni
c. Nip : MMMMMMMMMMM

Untuk :
MmmmmromnOTmmmmmmmmmmmnurmimnunmmnimmrnnimm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmnunmrnininmrommjmnnwnmininm
mnunmmmmnirniiuninmmmnuninmmmjninmniram

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

Mmmmmmmmm m,..................... .200

Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN GUBERNUR/W AKI L GUBERNUR

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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LAMBANG
DAERAH

SURAT KUASA 

N O M O R :..................................

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAI' DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmnjiiimmmrnin
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. Nip : MMMMMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada

a. Nama : Mmmnunmmtnmtnmmmmmmnunmmmntm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmm
c. Nip : MMMMMMMMMMM

Untuk :
Mfnmmmmmmmmmmmmni mmmmmmmmra m mmmmmm mmmm 

Mnrmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmtnfnmm,...................... 200

Yang diberi Kuasa 

NAMA JABATAN

Yang Memberi Kuasa

an. GUBERNUR......................
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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LAMBANG
DAERAH K O P N A SK A H  DINAS 

PERA N G K A T DAERAH

SU R A T KUASA

N O M O R :.........................................

Y ang bertanda tangan dibaw ah ini :

a. N am a : M m nurum nm  m m mmmm mm m m m m m
b. Jabatan : M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
c. N ip : M M M M M M M M M M M

M EM BERI KUASA

Kepada

a. Nam a : M m m m m m m m m inm m m m m m m m m m m nuii
b. Jabatan : M m m m m m m m m m m m m m m m m m nirm nm m
c. N ip : M M M M M M M M M M M

Untuk :
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m rnm m m m m m im nm

M m m m m m m m m m m m tnim nm m m m m m m rrunm m m m m m m m m m tnm m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

D em ikian Surat Kuasa ini d ibuat untuk dapat dipergunakan sebagaim ana mestinya.

M m m m m m m m m m ,...................... .200

Y ang diberi K uasa 

NAM A JA BA TA N

Y ang M emberi K uasa

NAM A JABATAN PIM PIN A N  
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

O. SURAT UNDANGAN
1. Pengertian

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan 
yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat 
dan acara yang ditentukan.

2. Susunan.
Surat Undangan terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Undangan.
b. Isi Surai Undangan.
c. Bagian Akhir Undangan.

Ad. a. Kepala Surat Undangan terdiri a ta s :
1) Nama terapat, tanggal, bidan dan tahun ditempatkan dikanan atas
2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama, 

tempat, tanggai, bulan dan tahun.
3) Nomor, sifat, lampiran dan perihal diketik secara vertikal, 

ditempatkan disebelah kiri atas.

Ad. b. Isi Surat Undangan terdiri atas:
1) Maksud dan tujuan.
2) Hari Penyelenggaraan.
3) Tanggal, waktu dan tempat Penyelenggaraan.
4) Acara yang akan diselenggarakan.
5) Tulisan Penutup.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas:
!) Nama Jabatan pengundang.
2) Tanda tangan pejabat pengundang.
3) Nama jelas pejabat, pangkat dan Nip pengundang.
4) Stempe! jabatan/instansi.
5) Catatan yang dianggap perlu.

3. Penandatanganan.
a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas 

ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur «Wgan 
Lambang Negara warna hitam.

b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama 
Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretaris Daerah.

c. Surat Undangan yang tandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera dihaiaman
berikut In i:
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR,

Mmmmmm,

Kepada

2 0 ....

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Mimnmmmmmm
Mmmmtmnntmm
Mmmmmitmunm
UNDANGAN.

Yth. Mnunmmmjniniiunmininmmni 
mmmmmmmmmmmmmmmm

Di -

MmnmunmmmmmmnunmTnitunmmmmmmmmniintnrnmrnm
mmiimunmmmmmninimmmmmmtnininnirnmnunmiMnmmmmmminm
m mm mrnmmmmaunmmmmmnmmnmmuninmmimn.

Hari : Mmmmmmmmmmmrnmmmminmmmmm

Tanggal : Mmmmm mmmmmmmrmrunimnrnnmimm

Waktu : Mmmmmmmmmmmmnmmijnmmrnnimrn

Tempat ; Mmrnmnimmmm mmmmmmmmmmmmm

Acara : MmmjnmmmmmmmmmmnuruTunmmniin

MmmmmminminmiTimmmmimnmmmntmmmjnmm mmmmm 
mmmmmitunmmmmmmmmminmmmmmmm-

Gl/BERNUR/WAKIL GUBERNUR

NAMA JELAS

Catatan:

1. Mmmmmmmmmimnramm
2. Mmmmmmmmmmmmmm
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIS DAERAH

Mmmmmm,

Kepada

200

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Mmmmmraramm 
Mmtnmmmram m
Mnunmmmmmm
UNDANGAN.

Yth. Mmmmm rnmmmmmmmmmm 
mmmrnmmnunmrommmmmm

MMMMMMMMM

Mmmminmmmmnunmmnunmmmmmmnuiumrimmmmmrnm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrommoimmmmmnmmtmmmrn
mmmmirunmrammmniinmnimmmmmmmmmmronim.

Hari : Mmmmmmmmmmmmnunmmmmmmnmi

Tangga} : Mmmmmmmminmmmmmmmnimmmmm

Waktu : Mmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmfn

Tempat : Mmmmm mmmmmmmmmmmminmmmm

Acara : Mmmmmtttmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmmniaimmmmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

an. GUBERNUR....................
SEKRETARIS DAERAH

N AMA JELAS
Pangkat
Nip

Catatan :

1 .Mmmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmnunmmmmmmaun
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS 
SEKRETARIS DAERAH

Mtnmmatm,

Kepada

200

Nomor : Mnumnmmmnun
Sifet : Mmmmmmmmm
Lampiran : Mmmmrtunmmni
Ha! : UNDANGAN.

Yth. Mmmmmmmmmmmmmnirwn
mnuwttmmmmmmmmminmin

D i-

MmnmminmmnimjnmmmrnmBunttunminmmmmmrnmminm 
mjnmmromnwimmmm mmmmmmmmmmmmmm rnmmmmmmmmmm 
tnnunmmmmmminniimnmmnwnmmmminrommromrn.

Hari

Tangga)

Waktu

Tempat

Acara

Mmmnutunmmmmmmmmmmnirnmnunm 

Mmmmmmnmimmmmmmmmmmmmmm 

MmnunmnnnmmininTnrnininmmmminmm 

Mmmmmnunmmnunmmmm mmmrn mmm 

: Mmmmnunmmmmmmin mmmmmmmmm

Mmmmrammmmrammmmmnimmminmmminmmmmmmnim
mmmmmmmmmminmnimmmmmmmmrninm.

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

Catatan:

1. Mmmmmmmmmminiiimiii
2. Mmmmmmmmmmmmmm

NAMA JELAS
Pangkat
Nip
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P. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS.
1. Pengertian.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas yang merupakan 
siat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang kepada 
pejabat/pegawai lain yang menyatakan bahwa pejabat/pegawai tersebut telah 
mulai menjalankan tugas.

2. Susunan.
Surat Pernyataan Melakanakan Tugas terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Pernyataan Melakanakan Tugas.
b. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
e. Bagian Akhir Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Ad. a. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
1) Tulisan “Pernyataan Melaksanakan Tugas”.
2) Tulisan '‘Ncroordan Tahun’*.

Ad. b. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
t)  Nama, pangkat/golongan, mang, nip dan jabatan pejabat/pegawai 

yang memberi pernyataan.
2) Nama, pangkat, golongan, nip dan jabatan pejabat/pegawai yang 

diberi pernyataan.
3) Nomor, tanggal, dasar surat keputusan pengangkatan dan mulai 

melaksanakan tugas.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri a ta s :
J) Nama tempat pembuatan.
2) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
3) Nama jabatan pembuatan pernyataan.
4) Tanda tangan pejabat
5) Nama pangkat dan nip.
6) Stempel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan.
a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Gubernur 

dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
Gubernur dengan Lambang Negara warna hitam.

b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan 
Perangkat Daerah atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat 
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang tanda tangani oleh Pimpinan 
Perangkat Daerah atas nama Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat 
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Satuan 
Organisasi yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sebagaimana 
tertera dihalaman berikut in i:
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR.......................................

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOM OR.............................. 20..............

Yang bertanda tangan dibawah in i :

Nama : Mnunmmflunmmmmmm
Nip : MM MMMMMMMM
Pangkat/Gol : Mmnunnmunmmmnurun
Ruang : Mmmmmmmmmmmmm
Jabatan : MttmtnmmmmmmrnTmn

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahw a:

Nama : Mmnunnunmnimnunmm
Nip : MMMMMMMMMM
Pangkat/Gol : Mmmmmnunmnunmiitm
Ruang : Mmrnmmmmmmmmnun
Jabatan : Mmmmnunmmmmmmm

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Mmmmm mmmmmrnmmmmmmjnmmin 
mmmmmmmm Nomor mmmmmmmmmmmm terhitung mmnunmmmmmmmram 
telah nyata menjalankan higa^ sebagai mmmmmmmmmmmmmmmmmmnirnmnimm 
di -

Mmmmmmmmmnunmmnimmmmmmmmmmmmmmmnimrmnmmmmrmnm

Demikian Surat Perintah ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat 
Pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya 
bersedia menanggung kerugian tersebut

Mmmmmmmmmm, rommmmmm 20.....

GUBERNUR...........................

NAMA JELAS
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR.............................20..............

Yang bertanda tangan dibawah in i:

Nama : Mnunmmmmnunmmmm
Nip : MMMMMMMMMM
Pangkat/Gol : Mmmmmmmmmmmmm
Ruang : Mmmmmmmmmmmmm
Jabatan : Mmmmmmmmtnmmmm

Dengan ini menyalakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mirnnmminnunnnnmmm
Nip ; MMMMMMMMMM
Pangkat/Got : Mmmmmmmmmmmmm
Ruang : Mmmmmntmmmmmmm
Jabatan : Mmmmmmmmmmmnim

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Mmmmmmmmrammmrnrammmmmmm 
mmmmmmmm Nomor mmmmmmmmmmmm terhitung mmmmmmmmmmmmm 
telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmrammmrnmmrainmmmatmiKRiniramm 
d t -

Mnunmmrtunmmmmmmmmntmmmmmniminmmmmmm mmmmmm tnmmm

Demikian Surat Perintah ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat 
Pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya 
bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mmmmmmmmmm, m mmmmmm 20.....

an. GUBERNUR..........................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip

LAMBANG
DAERAH
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

--------------  PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR..........................20.............

Yang bertanda taagan dibawah in i:

Nama : Mmmmmmmntmmmmm
Nip : MMMMMMMMMM
Pangkat/Got : Mmmmmmnurunmnimm
Ruang : MimnaiDunntniminnunm
Jabatan : MmnHnmnmHmTtmirunm

Dengan ini menyalakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mnunmnunmnu&ramnun
Nip : MMMMMMMMMM
Pangkal/Gol : MmmmmmmmninHBmin
Ruang : Mmmmmm ronimmnBnm
Jabatan : MmnuDmrommnsmmmro

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Mmnmunnunminmnunnunrnmntnunmm 
mmmmnwnmrn Nomor mmmmnuntnmmmmm terhitung mmmmmmjnminrninmin 
telah nyata menjalankan tugas sebagai mmmmmtnrmnvmmmmmmmnimmmmmmm 
di -

Mnunnuanirammmminmmminmmminnmmunmmmnimmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Perintah ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat 
Pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya 
beisedia menanggaog kemgian tersebuL

Mmmmmmmmmm, mmmmmmm 20.....

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip
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Q c i  u» A-1- O A v jr m i a VI. iJv K n  i i n f n ju i i - a n »

1. Pengertian.
Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil 
pejabat instan» Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/ Perorangan, guna dim inta 
keterangan mengenai sesuatu permasalah/persoalan.

2. Susunan.
Surat Panggilan terdiri a ta s :
1) Kepala Surat Panggilan.
2 ) Ist Surat Panggilan.
3 ) Bagian Akhir Panggilan,

Ad.a K epala Surat Panggilan terdiri a ta s :
1) Nama tempat, tanggai, bulan dan tahun.
2) Nama instansi Pemerintah/Badan Mukam/Swasta/Penonangan yang 

dipanggil.
3) Notnor, sifat, lampiran dan perihal.

A<Lb Isi Surat Panggilan terdiri atas :
1)Hari, tanggal, jam , tem pat, menghadap kepada, alam at pemanggil.
2)M aksud Surat Panggilan tersebut.

Ad.c Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas :
1) Nama jabatan.
2\ Tanda tangan pejabat.
3) Nama, pangkat dan N ip pajabat.
4) Stempel jabatan/instansi.
5) Tembusan apabila diperlukan.

3. Penandatanganan.

t . Surat Panggilan yang ditandatangani oleh G ubernur dibuat diatas kertas 
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah D inas G ubernur dengan 
Lam bang Negara w arna hitam.

2. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pim pinan Perangkat Daerah atas 
nam a Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
K op Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan,

3. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas ukuran folio, dengan menggunakan 
K op Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana tertera pada halaman 
berikut.
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR......................................

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Panggil m

MnHwnmnimm, . •

Kepada

Yth. htamjnmmmmmmmmmnunnim 
mmmmmmmrnmmnnnnirarnrnni
di-

MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara diKantor,
MmmmmrntnmmmjnmnjmmmmmrnmmmmmmmmiTi mmmmmmmm

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Menghadap
Kepada

Alamat

Untuk

: Mmmmmtnmnunmmmirmmmnim 

: Mmmrammmmmmmmnunmmnim 

: Mmnunmmnunmmrammmmmmm 

: MmmmmmmBinwnminmmmmmm

: Mmmmmmmmnimmmmntmmmm 

: Mmmmmmmmmmmmmrnmmmm 

: mmmnunjnmmmmmmintnninunmmnunnjintnimn
mmmmmmjnmmmnininimmmmtnmmmmmmininmmm.

Demikian untuk diindahkan.

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

NAMA JELAS

Tembusan:
1. Mmmmnunmmnunmnunmmmin.
2. Mmmmmmmmmimnmnunmmm.

156

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Panggilan

M m num nnm m ,................ 20...

Kepada

Yth. Mtnmmmmmrtunmnimmnunmm 
mnuniommnuianmnimnumnnun 
di*

MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara diKantor, 
Mmmmmmmmmnimmmmininmmmmmmnimmmminmmminmmmm

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Menghadap
Kepada

Alamat

: Mmmminmmmmtnmnun mmmmm 

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

: MramnunmmmmKimmmmmnimni 

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

: MmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmmmmmUntuk
nunnunnuBmmmmmmmmmmmmiamamunmmmmm. 

Demikian untuk diindahkan.

an. GUBERNUR............................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Tembusan:
1. Mmmmmmmnunmmmrnm
2. Mmmiiunmmmnunmmnun

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Panggilan

Mmmmmmmm.................... 20...

Kepada

Yth. Mmmmmmmmtnmmmininmmni 
mtnmnmunrnmmmmmmrnmmm
di-

MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara diKantor, 
Mmmmmmnunmnuntnmmmnimmmmmmitunmrominmmnimnimmin

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Menghadap
Kepada

Alamat

: Mmmmmmraminnunmmmmnutim 

: Mmmmmmmmmnimmtnmintnmm 

: Mmirunmmmmmmmnunmmmmni 

: Mmrnmmmmmmmmmrmninmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

: Mrnmmmmrnnunmmmmmmmmm

Untuk : Mrommmmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmm mmmnunmmmmmmmmmtn mmm mmm nanmm.

Demikian untuk diindahkan.

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tembusan:
t . Mmm mmmmin mmmmmm
2. Mnunmmmmmmrommmm
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R . N O TA  D IN A S.

1. Pengertian.
N ota  D inas ad a lah  a la t kom unikasi te rtu lis  in te rn  a n ta r  p e ja b a t sa tu a n -sa tu a n  
organisasi d a lam  su a tu  satuan o rgan isasi y a n g  m em u at/b eris i p e m b e rita h u a n , 
perm intaan, pen je lasan , laporan d an  seb ag a im an y a  m en g en a i h a l-h a l y a n g  
berhubungan  dengan  proses penggarisan  a ta u  pem atan g an  se su a tu  
keb ijaksanaan  a tau  p roses penyesuaian  perso a lan /m asa lah .

2. Susunan.

N o ta  D inas terd iri a t a s :
a. K epala  N o ta  D inas.
b. Isi N o ta  D inas.
c . B agian  A kh ir N o ta  D inas.

A d.a K epala  N o ta  D in as  terdiri a t a s :
1) T u lisan  “N o ta  Dinas'” d item patkan  d iteng ah -ten g ah  isi n ask ah .
2) P e jaba t/a lam at yang  ditu ju .
3 ) P e jab a t y an g  m engirim .
4 ) T anggal, bu lan  dan  tahun.
5) N o m o r, d ap a t d itam bahkan  k ode  sesuai dengan  kebu tuhan .
6 ) S ifa t, lam p iran  dan hal.

A d .b  Isi N ota D inas d irum uskan  daiam  ben tuk  uraian.

A d.c B agian  A k h ir N o ta  D inas terd iri a tas  :
1) N am a jab a tan .
2 ) T anda  tangan  pejabat.
3 ) N am a, p an g k at dan Nip.
4 ) T em busan .

3. Penandatanganan.
N o ta  D inas yang  ditandatangani o leh  P im pinan  Perangkat D a e ra h  a tau  
pejabat la innya d ib u a t d iatas kertas ukuran  fo lio , dengan  m en g g u n ak an  K op  
N askah  D inas P erangka t D aerah yang  bersangku tan .

4. B entuk/M odel N ask ah  D inas N o ta  D inas, sebaga im ana  te rte ra  p a d a  h a la m a n  
b e r ik u t
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada : Mnunmmmmmnunmmmmmmmmmmm
Dan' : Mmmmrammnunrammmmmmmmmmm
Tanggai : MMMMMMM
Nomor : MMMMMMM
Sifal : Minmmmmmmmmmtnmmmmmmmmm
Lampiran : Mmrammmmmmmmmmmmmmmromm
Hai : Mmmmmmmmmmmmmnimnunmmmm

Mmmmmrninmminmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmmmminm
mmmmmminmmmmmtnmiTuniTuiimmmmmminmnimmmmmmmnimmminmmmmm
mmmmmmmmmmmtnm.

Mmmmmmm mmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmnunm rnmmrrunm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmtn.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmininmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmniTnnim.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
N ip.

Tembusan:
1. Mmmmmmmmmtnmmm
2, Mmrnmmmmmmfnmmm

160

1. Pengertian.
N ota Pengajuan K onsep N askah D inas adalah  a ia t kom unikasi intem  yang 
ditujukan kepada pejabat a tasan guna penyam paian K onsep N askah D inas 
untuk m endapatkan penyelesaian atau tanda tangan.

2. Susunan.
N ota  Pengajuan K onsep N askah D inas terdiri a tas :
a. K epala N ota  Pengajuan K onsep Naskah Dinas.
b. Isi N ota Pengajuan K onsep Naskah D inas.
c. Bagian A khir N ota Pengajuan K onsep N askah D inas.

A d.a K epala N ota Pengajuan K onsep Naskah D inas terdiri atas :
1) N am a tem pat.
2 ) Tanggal, bulan  dan tahun.
3) P qabat/a lam at y ang  dituju.
4 ) Tulisan “N ota Pengajuan K onsep N askah D inas" ditem patkan 

ditengah atas lem bar Naskah.

Ad.b Isi N ota Pengajuan K onsep Naskah D inas terd iri atas :
1) Jenis N askah yang  dituju.
2) Pejabat/alam at tu juan N askah D inas disam paikan.
3 ) D ari Pejabat yang  m engirim kan N askah D inas.
4 )  T entang Isi Naskah Dinas.
5) C atatan yang diperlukan.
6 ) Lam piran.
7) Perm ohonan m endapatkan tanda tangan  atas pengesahan 

persetujuan.

Ad.c. Bagian A khir N ota Pengajuan K onsep N askah D inas terdiri :
1). N am a Jabatan.
2). T anda tangan Pejabat.
3). N am a Pejabat berikut Pangkat dan Nip.
4). Tulisan “D ISPO SISI PIMPINAN*1.

3. Penandatanganan.
N ota Pengajuan K onsep Naskah D inas yang d itanda tangani o leh  Pim pinan 
Unit k e tja  dilingkungan Perangkat Daerah d ibuat d ia tas ukuran folio, dengan 
m enggunakan Kop N askah D inas Satuan O rganisasi yang bersangkutan.

4. Bentuk/M odel N askah D inas N ota Panggilan Pengajuan K onsep N askah 
Dinas, sebagaim ana tertera  pada halam an berikut.

S. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS.
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K OP N A SK A H  DINAS 
PERANGKAT DAERAH

M m m m m m m ,.............. 2 0 0 ...

Kepada
Nom or : m m m nunm m m m ntrnm  Yth. M m m m m nunnunm inm m m m m

M m m m m m m m m m m m m m m m

di*
M M M M M M M M  

N O TA  PEN G A JU A N  K ONSEP N A SKAH DfNAS 

D isam paikan dengan horm at :

Kepada : M m m m m m nunm m m m m m m m m

Dari : M m m m m m m m m m m iranm m m m

Tentang : M mmmmmmmmm mmmmmmm

Catatan : M mmmmm m m m m m m m m inm m

Lam piran ■ M ninunmijimminrnntinrnmmmm

Untuk M ohon tanda tangan atas : M m m m m m m m m m m m m m m m m

LAMBANG
OAJERAH

DISPOSISI PIM PINAN PIM PINAN PERANGKAT DAERAH

Tindak Lanjut s ta f  NAM A JELAS
Pangkat
Nip.

Catatan : C oret yang  tidak perlu.
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T. LEMBAR DISPOSISI 

L Pengertian.
Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada 
bawahan yang berisi informasi atau perintah.

2. Susunan.
Lembar Disposisi terdiri a ta s :
a. Kepala Lembar Disposisi.
b. Isi Lembar Disposisi.
c. Bagian Akhir Lembar Disposisi.

Ad.a Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :
1)  Tulisan "Lembar Disposisi'1.
2) Surat dari.
3) Nomor Surat.
4) Tanggal Surat.
5) Diterima tanggal.
6) Nomor Agenda.
7 )S ife t
8) Hal.
9) Diteruskan kepada.

10) Catatan.

Ad.b isi Lembar Disposisi terdiri a ta s :
t)  Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan ditengah tebar lembar 

Naskah.
2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c Bagian Akhir Lembaran Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi 
Disposisi beserta tanggalnya.

3. Pemberian Paraf.
a. Lembar Disposisi diparaf oleh :

1) Gubernur/Wakil Gubernur.
2) Sekretaris Daerah.
3) Pimpinan Perangkat Daerah dan seterusnya.

b. Lembar Disposisi yang diparaf oleh Pejabat dimaksud angka 1,2 dan 3 Wiaty. 
dibuat diatas kertas ukuran 1/2 folio, dengan menggunakan K op Naskah Dinas 
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Lembar Disposisi, sebagaimana tertera 
halaman berikut in i :
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: 

No.Surat ; 

Tgl.Sural:

Diterima tgl 
Nomor Agenda :
Sifat :

j 1 Sangat | j segera 
Segera

1 i Rahasia

Perihal :

Teruskan kepada Sdr :

I [ m m m m m m m m

[ 1 MMMMMMMM 

| | MMMMMMMM

Dengan hormat tiarap:

1 1 Tanggapan dan Saran 

1 1 Proses lebih lanjut 

[ j Koordinasi/konfirmasikan

n .......................................

Catatan:

Nama Jabatan 
Paraf dan Tangga)

Nama jelas
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U. T E L A A H A N  STA F

1. Pengertian .
T elaahan  S ta f  adalah N askah D inas y a n g  d ibua t o ieh  s ta f  a tau  b a w a h a n  y a n g  
m em uat analisis pertim bagan-pertim bangan, p en d ap a t dan  sa ran -sa ran  
ten tang  sesuatu  m asalah.

2. Susunan .

T elaahan  S ta f  terdiri a t a s :
a. K ep ala  T elaahan  Staf.
b. Isi T elaahan  Staf.
c. B ag ian  A kh ir T elaahan  Staf.

A d. a. K epala  T elaahan S ta f  te rd iri a t a s :
1)  T ulisan  “T elaahan S ta f"  d ile takkan  d itengah  lem b ar N askah .
2 ) Pejabat/alam at y ang  ditu ju .
3 ) Pejabat y ang  m engirim .
4) T anggal, N om or, S ifat, L am piran  dan Perihal.

A d. b. Isi T elaahan S ta f  terd iri a tas  :
1) Pokok Persoalan.
2) P ra  A nggapan,
3 ) Fakta dan  data  y ang  berpengaruh terhadap  persoalan  (b ila  ada).
4 )  Pem bahasan/A nalisis.
5 ) K esim pulan.
6 )  S aran  tindak .

Ad. c. B ag ian  A khir T elaahan  S ta f  terdiri a t a s : 
t )  N am a Jabatan.
2 ) T anda  tangan P e ja b a t
3) N am a je la s  Pejabat beriku t pangkat dan  N ip .
4 ) T em busan .

3. Penandatanganan.
T elaahan  S ta f  y ang  ditandatangani o leh  Pejabat Perangkat D aerah  d ib u a t d ia tas 
kertas ukuran  folio , dengan  m enggunakan K op N askah  D inas Perangkat D aerah  
y ang  bersangkutan.

4 . Bentuk^M ode! N askah  D inas T elaahan Staf, sebaga im ana  te rte ra  p ad a  halam an  
b e r ik u t :
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LAMBANG
DAERAH

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Mmmmmmmmmmimnmmmimnmnmunram
Mmmmmmrntnmmmmmmmmmminmmflim
MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM
MnHnmnunnuranmnvminrniDinmmniiijmmm
Mnmmmmmmminimnmmmmrruammmnitn
Mmmmmmnimrammmininmninirojnnjmram

1. Pokok Pereoalan

II. Pra Anggapan

UI. Fakta dan data yang berpengaruh 
Terhadap persoalan

IV Pembahasan/Anal isis

V. Kesimpulan

VI. Saran Tindak

: Mmmnwirommmmmmmmraminnim 
Mnunmmmmmmmm mm mmmmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmminmm 
Mmmmmm tTHnmmmmmmtnmmmm

: Mmmmmmrommrarnmmmrnmmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
MmmmmmmmiHninimmmmmmmm

: Mmmmmmmmmmmmminmntmmm 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

: Mmmmmmminmminirunminmmmm 
Mmmmrnmmmmmmmm mmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Tembusan:
t . Mmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmm
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V. PENGUMUMAN

1. Pengertian.
Pengum unan adalah suatu bentuk  N askah  D inas sebagal a la t pem beritahuan 
yang  bersifat um um , pengum um an y ang  ditandatangani o leh  m asing-m asing 
Pejabat ditentukan o leh  jen is , sifa t d an  organisasi sesuai dengan  ketentuan 
yang  berlaku.

2. Susunan.

Pengum unan terdiri a ta s :
a. K epala Pengum um an.
b. Isi Pengum um an.
c. B agian A kh ir Pengum um an.

Ad. a. K epala  Pengum um an terdiri a tas  :
1) T ulisan  “Pengum um an”  d ile takkan  ditengah lem bar N askah.
2) N om or ditem patkan d ibaw ah  tulisan  Pengum um an.
3) T ulisan  “tentang” .
4 ) N am a Judul Pengum um an.

Ad. b. (si Pengum um an dirum uskan dalam  bentuk  uraian.

Ad. c. B ag ian  A khir Pengum um an terd iri a tas :
1) N am a tem pat Pengum um an dikeluarkan.
2 )  T anggal, Buian dan  Tahun.
3 ) N am a Jabatan yang  m engeluarkan.
4) T anda tangan Pejabat beriku t pangkat dan Nip.
5) Stem pel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan dan Penggunaan K op N askah Dinas.

a. Pengum um an yang ditandatangani o leh  P im pinan Perangkat D aerah 
nam a G ubernur d ibuat diatas kertas ukuran folio, dengan  m enggunakan 
K op N askah Dinas Perangkai D aerah y ang  bersangkutan.

b. Pengum um an yang ditandatangani oleh  P im pinan Perangkat D aerah atas 
w ew enang jabatannya d ibuat d ia tas kertas ukuran  folio , dengan

4. Bentuk/M odel N askah D inas Pengum um an tertera  pada halam an b e r ik u t:
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LAMBANG
DAERAH K.OP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

P E N G U M U M A N  
N O M O R : ....................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmnunminmmnimmmmmmntin
mmmmmmmmmmmmmmmmmimnnimmmmininmmmmmmmmmmmmininmmmm
mmmmminnmimmmmmnunrammmmmiiimmmmmtnmmmrammnimmiDmramnimm

Mrammtiunmmniinminiiunmminmminmmmmmmnimmminmnimmmmmmin
mmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmrnmmmmmmmminmmmmminmmmmmm
ramrarammmmmmmmmmmmmirannmimmminnimmmmnimnimmmmiiinimmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmjnmrnmmmmmmrnmmmmmmmmrn 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmm 
tnmnunmmmmminmmmnmitnrainmnunin mmmmm mmmmmmm mmmmm mmmmm

Dikeluarkan di 
Pada tanggaJ

An. GUBERNUR..........................................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

P E N G U M U M A N  
N O M O R : .....................

TCNTANG

MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmtnfnmmmmmmmmmmmmmmmmmmni mmmmmmm 
mmtnmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmrnrnmmmmmjnmmmmmmmm 
mmmrnmmmmmrrimmnimmmmmmmnunmin mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm imnmmmmmratn rrnnmmmmmmmmmmmmnimmmfn mmmmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmfnmmnfimmmmmmmmminmmminmmmmmmmm 
mmmmmmmmrnmmm mmmmmmmmmmm mmmrnmmmmmmmmminmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m m

Dikeluarkan di 
Pada tanggai

NAM A JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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W. LAPORAN

1. Pengertian.
Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari Pejabat 
bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara 
lengkap, sistematis dan kronologis.

2. Susunan.
Laporan terdiri a ta s :
a. Kepala Laporan.
b. Isi Laporan.
c. Bagian Akhir Laporan.
d. Lampiran jika dianggap perlu.

Ad. a. Kepala Laporan terdiri atas Nama/Judul Laporan.
Ad. b.Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk urian dengan sistim atika:

1) Pendahuluan : memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup dan sistematika laporan.

2) Materi laporan ; memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil 
pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain- 
lain.

3) Kesimpulan dan saran ; memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan 
saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

Ad. c. Bagian Akhir Laporan terdiri a ta s '.
1) Nama Tem pat
2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
3} Nama Jabatan pembuat Laporan.
4) Tanda tangan Pejabat.
5) Nama, Pangkat dan Nip.
6) Stempel Jabatan/Instansi.

Ad. d. Lampiran jika dianggap perlu.

3. Penandatanganan.
a. Laporan yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas ukuran 

folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur dengan Lambang 
Negara Wama Hitam.

b. Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama 
Gubernur atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas l’erangkat Daerah yang 
bersangkutan.

c. Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Parangkat Daerah yang bersangkutan.

d. Bentuk/model Naskah Dinas Laporan sebagaimana tertera pada halaman berikut
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR ....................

L A P O R A N
MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

l. PENDAHULUAN.
Mmmmm minmmmimmnni mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

mmmmmmnunmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmtnmnunm

U. L ISI LAPORAN.
a. D a t a

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrammmmmmmmmmmm
b. Analisa

Mmmmmmmmmmm mmmmntmmmmmmmmmmntmmtnmmmmmm
c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG
a. D a t a

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Analisa

Mmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG.
................................................................................d s t .........................................

III. KESIMPULAN SARAN.
Mmmmmnunmmmmmmmmmmmmmmmmmntmmmmmmmni

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. P E N U T U P
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmm, Mmmmm 20 ,..

GUBERN U R...................

NAMA JELAS
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

L A P O R A N
MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

I. PENDAHULUAN.
Mmrmnmmmmmmmmntmmmmmmmmmmmmmmmnimininmmm

mrnmmminmninimmimrLnimmmnimtTunmniminmmramminmmmmramromm

II. I. ISI LAPORAN.
'a .  D a t a

Mmmmmmmmmmmmm mrnmmmmnmifnininmiiinimiii mmmmmmm
b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmroramninunmmmmnimm
c. Evaluasi

Mnunmmirunmminmmmmnimmniminmmmmmmrammmmmniramm
2. BIDANG

a. D a t a
Mmmmmm mm m mmmmmnrmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmm

b. Analisa
Mmmmm mmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi
Mmmmmmmm mjnmmrnmnimimmmminmmmmmmmmminmmlynm

3. BIDANG.
.......................................................................d s t................................. ....

IIL KESIMPULAN SARAN.
Mnimmmmminmmnimmmnunmmmmmn) mmmmmmmmmmm 

Mrammmmni mmmmmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmminm

IV. P £ N U T U P
MmmmmmJnmmmmmmmnimmmmmmrommmnunmminmmni

mmmrammmnuminmmmmmmrnmmmiranmmminmmmmmmmmmmm

Mtnmnunmmmm, Mmmmm 20...

an. GUBERNUR..................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS 
Pangkat
Nip.
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lambang KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

L A P O R A N
MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

I. PENDAHULUAN.
Mmmmmmmmmmmmmmmrnmmmrammmniinmmmromminmmm 

mrrunmmmrammmmnunmmm mmmmmmmmmmm rnmmmTOmmmmmmmm

II. I. ISI LAPORAN.
a. D a t a

Mmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmnimmmmmmm
b. Analisa

Mmtnmmmrn mm mmmmmmmmmrammmmmmmm mmmmmmmmm
c. Evaluasi

Mrrunrnmmram mm mmmmmm mm mmmmmmmmmm mmmmmmmm

2. BIDANG
a. D a t a

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmFnmmmmmmmmmmm
b. Analisa

Mmmramfnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmmm
c. Evaluasi

Mmmmmmtara mmm mm tn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG.
........ ................................................................ d s t......................................

III. KESIMPULAN SARAN.
Mmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmjnmmmmmmmm 

Mmmm mmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminmmmmmmmm

IV. P E N U T U P
Mmmmmmmmmmmmnimmtnmmmmmmmmrammmmmmram 

mmmmmmmmmrammmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmm mmm, Mmmmm 20...

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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X. REKOMENDASI.

1. Pengertian.
Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan 
keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuai hal.

2. Susunan.

Rekomendasi terdiri a ta s :
a. Kepala Rekomendasi.
b. Isi Rekomendasi.
c. Bagian Akhir Rekomendasi.

Ad. a. Kepala Rekomendasi terdiri a la s :
1) Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan ditengah-teagah ini 

Naskah.
2) Nomor dan Tahun ditempatkan dibawah tulisan 

‘‘Rekomendasi1*.
3) Tulisan “Tentang”.
4) Nama/Judul Rekomendasi.

Ad. b. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad. c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri dari :
1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.
2) Nama jabatan pembuat Rekomendasi.
3) Tanda tangan pejabat
4) Nama Jelas, Pangkat, dan Nip.
5) Stempel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan.

a. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat diatas kertas 
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Gubernur 
dengan I-ambang Negara Wama Hitam.

b. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah 
atas nama Gubernur dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

c. Rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan 
Perangkai Daerah ditentukan oleh jenis, sifat organisasinya, menurut 
wewenang yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada
halaman berikut:
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LAMBAN(i NKGARA
GUBERNUR ......................

R F K O M tN D A S f

N O M O R ..........................................................

TEN TA N G

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

M m m m m m m m m m m m m m m m inm m m m m m m m rnm m m m m m njm m nim m  
m m m m m m m m m  rnm m m m m m m m m m m m m m m m m nrim m m m m m m m m m rnrnm m m m  
m inrnm m m nim m ttitnm m m m ram rnm m m m m m m m m m m m m m m m .

a. M m m m inm m m m m m m m m nim m m m m m m m m m m rrtm m m m m m m m ntm m m m m m  
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m nim m m m m m m m m

b. M m m m m m m fnm m inm m m nim m m m m m m m m inm m rnm m m m m m m m m m m m  
rrtmmm m m m m m m  m m m m m m m m m m m m m m m m im nm m m m m m rnm m m m m irtm

M m m m m m m m m m m m m m m m inm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
m m m m m m m tnm m m m m m m m m m nim m m inm m m m nim m rnm m m m m m m m m m m .

M m m m m m m m m m m ,....................20

G U B tR N U R .............................................

N A M A  JfcLAS
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Lambang
Daerah

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI 

NOMOR...............................................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmirniminmmtnmrammmmmmmmnirainmmmmmnimmmmmmmram 
mmnuTimmmmmmmmmmmmnunmnimin mitimmmmmnimmtnmtnmmmmm mrnmm 
mmnunmmmmmmnwninmmmiBmmnifnmrnrmnfnrnmmnimmrnm.

a. Mmnrnitnmmmmmmmminmmmmminrnmitirmnmromminmmimnmiiuninminmm 
rnmminmmminmmmnmiinmmnimmmmnunmmtnnirammminmmmmmmmmmm

b. MmmmrnmnimmmmDiinmmininminmmmnMnmmmmBimmiTinimnimmfntnmmm 
mmmmmmmmmmmmmmnimmmmmrammnimminmmmnvmmmmmmmrnmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrammmmm
mmmmmmnimmmmmminmmmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmmmmnTnim.

Mmmmmtnmmmmtn,................ 20

un. GUBERNUR............................
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Pangkat 
Nip.
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l^amhang
Daerah KOP NASKAH DfNAS

PERANGKAT DAERAH

% •#

REKOMENDASI 

NOMOR..............................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmnimmmmmnimmmmmmmmmmmmrainmmmmmmm 
mmmmmmmmmmrnmtnmtnmmmmmminmmmnimmjnmminmrnmmmmmmmmmm 

i tnmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmnimmmmmraitmimramm.

1'
i

a. Mmmmmtnmmmmrtimmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmrafflmmmmmfnmmnimmmntmmmmmmmmmtnmfRmmnim

b. MmmmmmmmmmmmmTtimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmcnmmm 
mmmmmmmmmmmmm/nmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmimmrammmmm

I

Mmmmmmmrnmmmmmmmniminmmmiriminrnmmmmrnmmmnimmmm  
j mrnmnunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmnimmmmmmniin.

Mnrnimmmmmmmm,.................20

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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Y. SURAT PENGANTAR.

I. Pengertian.
Surat Pengantar adalah daftar yang dipergunakan sebagai pengantar 
untuk mengantar sesuai Naskah atau barang dan sebagainya yang pada 
umumnya tidak memerlukan penjelasan.

2. Susunan.
Surat Pengantar terdiri a ta s :
a. Kepala Surat Pengantar.
b. Isi Surat Pengantar.
c. Bagian Akhir Surat Pengantar.

Ad. a. Kepala Surat Pengantar terdiri atas :
0  Nomor.
2) Pejabat/alamat yang dituju.
3) Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan ditengah lem bar isi 

naskah.

Ad. b. Isi Surat Pengantar terdiri atas :
1) Kolom nomor urut.
2) Kolom jenis yang dikirim.
3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya.
4) Kolom keterangan.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri d a r i :
1) Nama tem pat
2) Tanggal, bulan dan tahun.
3) Nama jabatan pembuat pengantar.
4) Tandatangan.
5) Nama, Pangkat, dan Nip.
6) Stempel Jabatan/Instansi.
7) Penerimaan.

3. Cara Pembuatan.
Surat Pengantar dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
Kop N askah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/M odel Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada 
halaman b e rik u t:
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Lambang
Daerah KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Kepada,

Yth. M mmmmrammmmmmmmm 
M mmmmmmmmmmmmmm
D i -

M M M M M M M

SURAT PENGANTAR 
N O M O R ....................

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

Diterima ta n g g a l.. 

Yang Menerima

M m m m m m m m ,....................20 ..

NAMA JABATAN

NAM A JELAS 
Pangkat
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Z. TELEGRAM.

1. Pengertian.
Telegram adalah Naskah Dinas berisi berita singkat yang 
penyelesaiannya dengan cepat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas 
yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2. Susunan.
Telegram terdiri a ta s :
a. Kepala Berita Telegram.
b. Isi Berita Telegram.
c. Bagian Akhir Berita Telegram.

Ad. a. Kepala Telegram terdiri atas:
1) Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan nip.
2) Pejabat/alamal yang dituju.
3) Tembusan.

Ad. b. Isi Telegram terdiri a tas;
1) Klasifikasi-
2) Nomor.
3) Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas.
4) Singkat title jabatan Gubernur.
5) Tanggal, bulan dan tahun.

Ad. c. Bagian Akhir Telegram terdiri d a ri:
1) Nama pejabat yang mengirim.
2) Nama jabatan yang mengirim.
3) Tanda tangan pejabat yang mengirim.

3. Penandatanganan.
Naskah Berita Telegram yang dikirim dengan menggunakan 
telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir 
Sekretariat Daerah;
a. Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui kantor telegram 

menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Keabsahan isi berita telegram yang dirumuskan dalam formulir berita 

dimaksud pada huruf a  setelah ditandatangani oleh pejabat dimaksud 
huruf c.

c. Pengiriman berita Telegram dilakukan oleh Bagian Sandi dan 
Telkom.

4. Cara Pengiriman.
Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan 
telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah atau Kantor-Kantor 
Telegram.

S. Bentuk/Model Naskah Dinas Telegram, sebagaimana tertera dibawah m i:
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FORMULIR BERITA

Registrasi No :

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

.

DARI : MMMMMMMMMMM 

UNTUK : MMMMMMMMMMM 

TEMBUSAN : MMMMMMMMMMM

KLASIFIKASI: SEGERA
Nomor

AAATTK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM TTK 

BBB TTK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMM TTK 

CCC TTK. DSTNYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan

Pengirim

Nama

Jabatan : 

Tanda tangan:

No. Kode
Waktu

Lalu
Lintas

Paraf
Operator

Terima Kirim
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A A . B E R IT A  D A E R A H .

1. Pengertian .
B erita  D aerah  a d a la h  N a sk a h  D inas y a n g  d ite rb itk a n  o le h  G u b e rn u r 
y an g  d im a k a n  k e p a d a  D P R D  un tu k  m en y am p a ik an  ran can an g an  
Peraturan  D aerah  g u n a  m en d ap tk an  p erse tu ju an .

2 . Susunan .
B erita  D aerah  te rd ir i a t a s :
a. K ep ala  B e rita  D ae rah .
b. Isi B erita  D aerah .
c. B ag ian  A k h ir B e rita  D aerah .

A d .a  K ep a la  B e r ita  D a e ra h  te rd iri a l a s :
1) T em p a t, b u la n , tan g g a l dan  T a h u n ;
2 ) P e jab a t a ta u  a la m a t y a n g  d i tu ju ;
3 )  N o m o r, la m p ira n  d an  h a l ;
4 )  T u lisan  “ B e rita  D aerah ” ;

A d.b  Isi B erita  D a e ra h  te td ir i  a ta s  u ra ian  m ak su d  p en y am p a ian  B erita  
D aerah.

A d.c  B ag ian  A k h ir  B e rita  D aerah  te rd iri a ta s  :
1) N am a  ja b a t a n ;
2 )  T a n d a tan g an  P e ja b a t ;
3 )  N am a, p a n g k a t d an  n i p ;
4 ) S tem p e l ja b a ta n / in s ta n s i ;
5 ) T em b u san .

3. P enandatanganan .
a. B e rita  D a e ra h  y a n g  d itan d a tan g an i o le h  G u b e rn u r  d ib u a t d ia ta s  

fo rm u lir u k u ran  fo lio , d en g an  m en g u n ak an  K o p  N a sk a h  D inas 
“G u b ern u r’'  d e n g a n  lam b a n g  n eg a ra  be rw arn a  h itam .

b. B e rita  D aerah  y a n g  d itan d a tan g an i o le h  S ek re ta ris  D aerah  atas n am a  
G u b e rn u r a ta u  a ta s  w ew en an g  ja b a ta n n y a  d ib u a t d ia ta s  fo rm ulir 
u k u ran  fo lio , d e n g a n  m en g g u n ak an  K o p  N ask ah  D in as  S ek re ta ria t 
D aerah

4 . B en tuk /M odel N a sk a h  D inas B erita  D aerah  seb ag a im an a  te rte ra  
d ih a lam an  b e r ik u t :
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LAMBANG NEGARA
GUBERNUR..................................

N om or
Sifat
Lam piran
H al

: m m m m m m m m  
: m m m m m m m m  
: m m m m m m m m  
: m m m m m m m m

M m m m m ,.

K epada

Yth. M m m m m m m m m m m m m m  
m m rnm m m m m m m m

di -

BERITA  D A ERA H

M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ram nunm  
m m m m m m m m m m m m m m m m rm nm m m m m m m m m m m m m m m m m m m  
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m .

M m m m nunm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  
m m m m m m m m  rnm m m m m m m m m m m m m m m m .

M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m rnm m ,

G U B E R N U R

N A M A  JE L A S

T em b u san :
1. M m m m m m m m m tnrn
2. M m m m m m m m m m m
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B8. BERJTA ACARA.
1. Pengertian.

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat 
pengesahan atas sesuatu kqadian, peristiwa, perubahan status dan lain- 
lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan 
maupun pengendalian kebijakan pimpinan.

2. Susunan.
Berita Acara terdiri atas:
a. Kepala Berita Acara.
b. Isi Berita Acara.
c. Bagian Akhir Berita Acara.

Ad.a Kepala Berita Acara terdiri atas:
1) Tulisan “Berita Acara” ditempatkan ditengah lembar Naskah.
2) Nomor Berita Acara.
3) Nama Berita Acara.

Ad-b Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang 
didalamnya dicantumkan:
1) Tempat Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun.
2) Nama, Nip, Pangkat/Golongan dan alamat
3) Permasalahan pokoknya.

Ad-c Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas :
1) Nama tempat, tanggal, bidan dan tahun.
2) Tulisan “Pihak" yang terlibat dalam berita acara.
3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam berita acara.
4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam berita acara.
5) Stempel jabatan/instansi.
6) Tulisan “Dilakukan dihadapan . . . .  (siapa yang menyaksikan 

berita acara tersebut).
7) Nama jelas dan Nip bila ada.
8) Tanda tangan yang menyaksikan.
9) Tulisan “Demikian" berita acara ini dibuat dalam rangkap . . . .

3. Penandatanganan.
a. Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya, termasuk Pejabat yang menyaksikan.
b. Berita acara yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat dialas 

formulir ukuran folio, deogan menggunakan Kap Naskah Dinas 
“Gubernur” dengan Lambang Negara berwarna hitam.

c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
nama Gubernur dibuat dialas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
d. Berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah 

atas wewenang jabatannya dibuat dialas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Berits Acara, sebagaimana tertera 
dihaiaman berikut ini.

LAMBANG NEGARA
GUBERNUR.........................

BERITA ACARA 
NOMOR..............

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmmmintnmrammmnimmmmmmtiininimmmm 
Mmmmmrammmmmmmnimmmmmnunntmrn kami masing-masing:

L MmmramtnmmmmimnmmmmmnuniBmnimmminiamnim yang selanjutnya
disebut pihak i.
(memuat nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)

2. Mtnmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya
disebut pihak 11.

Mmmmmmmmmmmnimmmmmtnmmmmminmmmmmmtnmmmmmmm
mrammmminmtnminmmmramrammrammnimmmmmmmmmnimmmtnmmrammmm
mmnunmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmRun.

Mmmrnirtmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmnunmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmminnimmmmmmnimmmmtnmmmmmmmmmmm
mmmtnmmmmmmmnimrmrmimmmmmmmmm.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ......... Untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmrnmm, mmmmmmtn 20... 

Pihak ke II Pihak ke I

GUBERNUR

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Dilakukan dihadapan,

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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Lsmbsng
Daerah KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA 
NOMOR.............

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmrmmnntrnmnimmrRmmmmnimrtifnmmmmnj 
Mmmmmmmmminmiiuninminmmmtnmmmin kami masing-masing:

1) Mmmmmmmrammmmmmmmmnunmmmtnmimnniinmin yang selanjutnya
disebut pihak I.
(memual nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)

2. MmrnmmmmmmmmrammmtommmmmmmmmmmnimEn yang selanjutnya
disebut pihak II.

MmmtnmmmaunnunmmninimmmmmnmttnnunmmmmmmmmmnuTtmm
mmmmmtnmmmmtnmmmmmmmminmmnwnnimmmmmmtTimmmmmmmmmnimm
mmmmmmmmmmmmmminmmmmmrnmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnumnmmminmmmmm
mmrwnmrnmmmrnmmniiTuninfnmmrnmmrnmmmminnwimmmmmmmmmmmrnmm
mmmmmrnmmmmmmmmmnimnininnunniinm.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .....  Untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmnunro, mmmratnmm 20...

Pihak ke II Pihak ke l
an. GUBERNUR.................

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA iELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
Nip. Nip.

Dilakukan dihadapan,

NAMA IELAS
Pangkat
Nip,
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(.ambang
Daerah KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA 
NOMOR..............

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmmmmmminmmmmmmmtnrammmmmmmm 
Mmfnminmfnmmrainrainnunmmmmmnimmm kami masing-masing:

1. Mmmmmmmmmmnunmmmminmmmmmrrunmmtnmmm yang selanjutnya 
disebut pihak (.
(memuat nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan alamat)

2. MrammmmmmmnuntnmmmmminmmnimrmniTimmmmm 
disebut pihak II.

yang selanjutnya

Mmmmittmmmmmmmmmmmmmmmnunmmmmmmmmminmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmmnuntnmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmm 
mmmitimnunmmmmtnmtnmmminmmmm mmm.

Mmmmmmmmmmmmmmrtimmmmmtnmmmmmmmmmmmnirommnim
tnmmmmmjnmnrnunmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmm
mmmmmmmmmmmmrnmmmmmranimmmnirn.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ........  Untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm, mmmmmmm 20...

Pihak ke H Pihak kel 
NAMA JABATAN 

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

Dilakukan dihadapan.

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

187



CC. NOTULEN.
1. Pengertian.

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan 
sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai 
dengan pengambilan keputusan serta penutupan.

2. Susunan.
Notulen terdiri a tas:
a. Kepala Notulen.
b. Isi Notulen.
c. Bagian Akhir Notulen.

Ad.a. Kepala Notulen terdiri atas tulisan “Notulen”.
Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri a ta s :
(). Nama Sidang/Rapat.
2). Hari, tanggal-
3). Waktu sidang/rapat.
4). Tempat.
5). Acara.
6). Pimpinan Sidang.
7). Ketua/Wakil Ketua.
8). Sekretaris.
9). Pencatat.

10). Peserta Sidang/Rapat.

Ad.b. isi Notulen terdiri atas :
1) Kata Pembukaan.
2) Pembahasan.
3) Pembacaan Keputusan.
4) Waktu Penutupan.

Ad.c Bagian Akhir Notulen terdiri a tas:
1). Nama jabatan.
2). Tanda tangan.
3). Nama pejabat, pangkat dan Nip.

3. Penandatanganan.
a. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat dilingkungan Sekretariat 

Daerah dibuat diaias kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop 
Naskah Dmas Sekretariat Daerah.

b. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat dilingkungan Perangkat 
Daerah dibuat dialas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop 
Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. Notulen ditandatangani oleh :
1) Ketua/Wakil Ketua.
2) Sekretaris.
3) Pencatat yang ditunjuk.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Notulen, sebagaimana tertera dihalaman 
berikut ini.
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Lambang
Daerah K.OP NASKAH DINAS

SEKRETARIS DAERAH

NOTULEN

SIDANG/RAPAT 
Hari/tanggal 
Waktu Panggilan 
Waktu Sidang/Rapat 
Acara

: Mmmmmmmmimnnunmmmmmmmmntmmmm 
: Mnunmmnimmraramnimmmmmmmmmmmmm 
: Mmmmmmmnimtnnimmmmmmmnwinimmmm 
: Mmmmmmnimtninn) mm mmmmirtmmrarommm 
: ! .  Mmmmrammmfnmmmmmmmmmmm
2. dsL mmmnunmmmmnimmmmnunmm
3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua
Sekretaris
Pencatatan

: Mmmnmtnunmmramniminmmmmmmmnimmm 
: Mmmmmmmmmmmmrtimmtnmmmmmmmmm 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnini

Peserta Sidang/Rapat : 1. Mmtnmmmmmmjninmmmmmmrnrammmmm
2. dsL

KEGIATAN SIDANG/RAPAT: 1. Mmmmmmmmrnmmmmmnunmmmmmmmm
2. d st.

1. Kata Pembukaan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmrammmmm
2. Pembahasan : MmntmnunminmnimtTtmtnmtnmmmmmnuninm
3. Keputusan : Mmmmmrnrnmmmirimmmminrnrnmmmrnmmm

Mmmmrammmmmmmmmmmmmmniininramm

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 
NAM A JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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Lambang
Daerah KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH

NOTULEN

SIDANG/RAPAT 
Hari/tanggal 
Waktu Panggilan 
Waktu Sidang/Rapat 
Acara

: Mmrnmrnrnmnunmminmminmmmmmmmnunm 
: Mrammmmmmmmmmraminmmmrnmmmmmjn 
: Mmm tnmmmmmmimninmmmnirnmrammmmm 
: MmmmTnmmmmmmmmmmmmmmrammmmtn 
; 1. Mminmmmmmmmmmmtmnmitimmm
2. dst. mmflunmmmnimmmimninmmmRi
3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sekretaris Mmminmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pencatatan : Mmmmmmmirtmmmnimmmmmmmmmmmmm

Peserta Sidang/Rapat : I . Mmmmmmmmitimmmmrararammnuttmmmm
2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT: J. Mmnrnimmmjiunmmmtnmnunmmmrnmmmtn
2. dst.

1. Kata Pembukaan : Mmmramrammmirimmmmmmmmmnimmmmm
2. Pembahasan : Mmtnmmmmmmmmmmmmmnimmmtnmminm
3. Keputusan : Mmmmnuntnmmmmmmmmmintnmmmmmmm

Mmmmmmrnmmmmmmmminininmflnmmmmm

PIMPINAN SIDANGrttAPAT 
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
P a n ja t
Nip.

190

DD. M E M O.

1. Pengertian.

Memo adalah Naskah Dinas yang materinya mengandung pemeritahuan
-----------atas-sesuatu- peim asaiahan-yang-dapat-digunakan-oJch-atasan kepada

bawahan atau antar pejabat setingkat.

2. Susunan.

Memo terdiri a ta s :
a. Kepala Memo.
b. Isi Memo.
c. Bagian Akhir Memo.

Ad.a Kepala Memo terdiri atas :
1) Tulisan “Memo” ditempatkan d i tengah lembar isi naskah.
2) Nama pengirim Memo, ditempatkan disebelah kiri atas Naskah 

Dinas.
3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan disebelah 

bawah nama pengirim.

Ad.b Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

Ad.c Bagian akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan pembuat Memo.

3. Penandatanganan.

a. Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :
I} Kop Naskah Dinas Gubernur bagi Memo yang dipergunakan oleh 

Gubernur dengan Lambang Negara berwana hitam.
2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang 

dipergunakan oteh pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

b. Memo di paraf atau ditandatangani oleh pembuat Memo.
c. Memo Tidak dibubuhi tandatangan.
d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

4. B^ntuk/M odel^Naskatrl/ihas Memo, sebagaimana’ tertera difialarnafT 
berikut ini.
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Dari

K epada

M E M O

: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

; M m m  m m m m  m m m  m m m m m m m m m rnm m m m m m  m m

LAMBANG NEGARA
G U BER N U R........................................

ISI : M m  m  mm m m  m m m m m m m  m m  m m ni m m  m  m m m  m m m  m 

M m m m  m m  m m m m m mm m m m m m m m m  m m  m m  m  m m m m m m m  

M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m nim m m m m m  

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m in

M m m m m m , m m m m rti 2 0 .. .  

G U B E R N U R ..........................

T anda Tangan atau  P a ra f
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M E M O

KOP NASKAH DJNAS
PERANGKAT DAERAH

Dari

K epada

JSI : M m m m m m m m m m iK ram m m m niirm im m m m m m m m nim  

M nim m m m m m m tnm ram inm ninim m m m m m m m m m m m m m m m  

M m rninnm im m m m m m m m m rnnim rrirnrnrnm m rnm rrirnm rnm m rn 

m m m m nitnm m nim m m m m nim inm m m

M m m m m m , m m m m  m 2 0 ...

N A M A  JA B A TA N  
P E R A N G K A T  DAERAH

T anda T angan  atau Paraf

: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

: M m m m jiim m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m tn

Lambang
Daerah
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EE. DA R AR HADIR.
1. Pengertian.

a. Daftar hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat 
dan mengetahui kehadiran seseorang.

b. Daftar hadir terdiri atas :

1) Daftar hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama 
orang yang akan hadir.

2) Daftar hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama 
orang yang akan hadir.

c. Daftar hadir dirumuskan dalam dua bentuk ;
1) Daftar hadir untuk keperluan sidang.
2) Daftar hadir untuk masuk dan kepertuan kerja.

2. Susunan .
Daftar hadir terdiri atas :
a. Kepala Daftar hadir.
b. Isi Daftar hadir.
c. Bagian Akhir Daftar hadir.

Ad.a. Kepala Daftar hadir terdiri a tas:
1) Tulisan “Daftar hadir” ditempatkan ditengah-tengah lembar 

naskah.
2) Tempat, Hari, Tanggal, jam dan Acara ditulis dibawah tulisan 

Daftar hadir sebelah kanan.

Ad.b Isi Daftar hadir terdiri atas :
1) Kolom Nomor urut.
2) Kolom nama.
3) Kolom Jabatan/instansi.
4) Kolom tanda tangan/paraf.
5) Kolom Keterangan.
6) Untuk Daftar hadir masuk Kantor (keija) dilengkapi dengan 

kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf 
masuk pagi dan siang.

Ad.c Bagian akhir Daftar hadir terdiri alas :
1) Nama tempat.
2) Tanggal, Bulan dan Tahun.
3) Nama Jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung 

jawab atas kegiatan).
4) Tanda tangan pejabat penanggung jawab.
5) Nama, Pangkat dan N>p pejabat penanggung jawab.

3. Penandatanganan.
a. Daftar hadir masuk Kantor dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.
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b. Daftar hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

c. Daftar hadir yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanggung jawab.

d. Daftar hadir tidak perlu dibubuhi stempel instansi.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Daftar hadir sebagaimana tertera dihalaman 
berikut ini.
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Lambang
Daerah

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari ; MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimnTmnmmmttimm

Tanggal : MmmmmmmmiTimrnnimmmmnimmmmmmmmmmmmm

Waktu : Mmmmrnmmmmmmnimmtnrnmmmmmntmmmnimmmm

Tempat : MmmmmmmrnmmnimmmmrammmnimrnminmmtTimnim

Acara : Mmmmmmnim m m mm m mmmmmmmmm mmmtn mmmm

NO

1.
2. 
3. 

dst.

N A M A JABATAN/
PANGKAT

TANDA
TANGAN

KET

Mmmmmm, mmmm 200. ..

NAMA JABATAN PIMPINAN/ 
PENANGGUNG JAWAB/ 

PENYELENGGARA RAPAT

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.
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Lambang
Daerafi KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

DAFTAR H AD IR  

BULAN
MINGGU :

NAMA JABATAN YANG 
BERTANGGUNG JAWAB

NAMA JELAS
Pangkal
Nip.
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FF. P I A G A M.

1. Pengertian.

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau 
tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan 
yang telah diwujudkan.

2. Susunan.

Piagam terdiri a ta s :
a. Kepala Piagam.
b. Isi Piagam.
c. Bagian Akhir Piagam.

Ad.a Kepala Piagam terdiri alas :
1) Tulisan “Piagam Penghargaan”.
2) Tulisan “Nomor” .

Ad.b Isi Piagam terdiri atas :
1) Uraian berisikan Pejabat yang memberikan penghargaan.
2) Nama, tempat/tanggal lahir, Nip/NRP, jabatan dan instansi.
3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan 

dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau 
diwujudkan.

Ad.c Bagian akhir Piagam terdiri atas :
1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
2) Nama Jabatan dan instansi.
3) Tanda tangan.
4) Nama jelas.

3. Penandatanganan.
Piagam ditanda tangan i:
J) Gubernur.
2) Wakil Gubernur.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman 
berikut.
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GG. SUKAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

1. Pengertian.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah 
suatu Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Susunan.

STTPP terdiri a ta s :
b. Bagian Kepala STTPP.
c. Isi STTPP.
d. Bagian Akhir STTPP.

Ad.a Bagian Kepala STTPP terdiri atas :
1) Kode disudul bagian atas kanan.
2) Tulisan "Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan”.
3) Tuiisan “Nomor’.

Ad.b isi STTPP terdiri atas :
i') Uraian berisikan Pejabat yang memberikan STTPP.
2) Nama, tempat/tanggal lahir, Nip/NRP, pangkat golongan ruang, 

jabatan dan instansi.
3} Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan.
4) Dibagian tengah terdapat transparan lambang negara.

Ad.e Bagian akhir STTPP terdiri atas :
1) Dibagian sebelah kanan.

a. Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun.
b. Nama Jabatan dan instansi.
c. Tanda tangan.
d. Nama jelas.
e. NIP

2) Dibagian tengah.
Photo peserta Dikiai dengan cap satuan kerja Perangkat Daerah 
dibagian segetah kiri.

3) Dibagian belakang.
a. Agenda pembelajaran.
b. Tema : -Umum (ditentukan Badan Diklat)

-Khusus (ditentukan penyelenggara dengan 
mengacu pada tema dan issue aktual setempat).

c. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
d. Kepala Instansi Penyelenggara.
e. Tanda tangan.
d. Nama jelas dan NIP.
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Contoh STTPP

GUBERNUR ............................
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR: xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx

K>oU)

Gubernur..............Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan
ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: 0000000000000000000000000 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L U L U S

Nama 
Tempat/Tanggal lahir 
Nip/NRP
Pangkat/Gol .Ru ang
Jabatan
Instansi

Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Provinsi di xxxxxx dari tanggal xxxxxx sampai dengan xxxxxx yang meliputi xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx 20xx

GUBERNUR,

NAMA JELAS



Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A
Umum : (ditentukan Badan Diklat Prov.)

Khusus : (ditentukan oleh Penyelenggara dengan mengacu pada tema

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KEPALA BADAN DIKLAT

NAMA IELAS
Pangkat
Nip.

LAMBANG
DAERAH

GUBERNUR.........................
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Lambang Negara Garuda HUam
NOMOR: xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/DDN

Gubernur..............Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan
ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa;

Nama
Tempat/Tanggal lahir 
Nip/NRP
Pangkat/Gol.Ruang 
Jabatan 
Instansi

: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: 0000000000000000000000000 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L U L U S
Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Provinsi di xxxxxx dari tanggal xxxxxx sampai dengan xxxxxx yang meliputi xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx 20xx

An. GUBERNUR.................
KEPALA BADAN DIKLAT PROVINSI

NAMA JELAS
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULTRA
NOMOR .
TANGGAL:

BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN 
STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI

A. STEMPEL JABATAN.

1. Yang Menggunakan Lambang.

2. Yang Tidak Menggunakan Lambang.

1. Contoh Stempel Jabatan GUBERNUR.

X : GUBERNUR 
XX : SULAWESI TENGGARA 

XXX : LAMBANG NEGARA

2. Contoh Stempel Jabatan KETUA DPRD PROVINSI.

X ; KETUA DPRD
XX : PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

XXX : LAMBANG DAERAH
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B. CONTOH STEMPEL INSTANSI

1. Contoh Stempel SEKRETARIAT DAERAH.

2. Ornloh Stempel SEKRETARIAT DPRD.

3. Contoh Stempel DINAS DAERAH.

X : PEMERINTAH PROVINSI 
XX: SULAWESI TENGGARA 

XXX: SEKRETARIAT DAERAH

X : PEMERINTAH PROVINSI 
XX: SULAWESI TENGGARA 

XXX: SEKRETARIAT DEWAN

X : PEMERINTAH PROVJNSJ 
XX : SULAWESI TENGGARA 

XXX: DINAS KESEHATAN

4. Contoh Stempel LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
X : PEMERINTAH PROVINSI 

XX : SULAWESI TENGGARA 
XXX: BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAHRAH

X : PEMERINTAH PROVINSI 
XX . SULAWESI TENGGARA 

XXX: KANTOR PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA

1. Nomor urut I diparaf oleh Asisten 
Sekda Prov. Yang membidangi meteri 
Naskah Dinas.

2. Nomor unit 2 diparaf oleh Kepala Unit 
Pengelola Naskah Dinas.

3. Nomor urut 3 dipuaf oleh Biro 
Hukum.

4. Nomor oral 4 diparaf oleh Instansi 
terkait lainnya.

5. Contoh Stempel Koordinasi

PARAF KOORDINASI
NO. UNIT/SATUAN KERJA PARAF

1
2
3
4

GUBERNUR SUIlAWESI TENGGARA, 

/
H. N U R  A L A M
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LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL:

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 yaitu :
1. Ukuran huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Provinsi.
2. Ukuran huruf “3” untuk tulisan nama Instansi.

B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut: 

Contoh I : KOP NASKAH DINAS GUBERNUR.

LAMBANG NEGARA 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Contoh 2 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DAERAH

Ja lan ........................N o.......................Telepon......Fax............

LAMBANG
DAERAH

K E N D A R I

Kode Pos.

Contoh 3 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
Ja lan .............No..................Telepon................F a x ......................

K E N D A R I
Kode Pos.
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Contoh 4 : KOP NASKAH DINAS DINAS DAERAH.

LAMBANG
DAEKAH

PEM ERIN TA H  PRO V IN SI SULAW ESI TEN G G A RA  
DINAS PERTANIAN 

J a la n ...........................N o ......................... T e le p o n ...... F ax ..........

K E N D A R I
K ode Pos.

Contoh 5 : KOP N A SK A H  DINAS LEM BAGA TEKNIS DAERAH.

LAMBANG
DAERAH

PEM ERIN TA H  PROVINSI SULAW ESI TEN G G A RA  
BA D A N  PERENCANAAN PEM BA N G U N A N  DAERAH

Jalan .N o .........................T e le p o n ...... Fax.

K E N D A R I
Kode Pos.

Contoh 6 : KOP N A SK A H  DINAS K ANTOR DAERAH.

LAMBANG
DAERAH PEM ERINTAH PROVINSI SULAW ESI TENGGARA 

K ANTOR SATUAN POLJSI PA M O N G  PRAJA 
J a la n .......................... N o ......................... T e le p o n ...... F ax ..........

K E N D A R I
K ode Pos.

G U BERN U R SULAW ESI TENGGARA,

A

H. NU R  A L A M
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LAMPIRAN iV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR
TANGGAL ;

MODEL, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI

A. BENTUK.

Sampul Surat berbentuk empat persegi panjang.

Sampul Surat Satuan Kerja Perangkat Daerah berwama coklat muda jenis kertas 
cassing dengan ukuran masing-masing.

UKURAN PANJANG LEMBAR

KANTONG 41 Cm 30 Cm
FOLIO/MAP 35 Cm 25 Cm
'A FOLIO 28 Cm 18 Cm
'A FOLIO 28 Cm 14 Cm

B. UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf 2 : 3.

1. Ukuran huruf “ 2 “ untuk tulisan nama Pemerintah Propinsi.
2. Ukuran huruf “ 3 “ untuk tulisan nama Instansi.
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Contoh t : SAM PUL NASKAH DINAS GUBERNUR.

C. CONTOH

LAM BANG NEGARA 
GUBERNUR SULAW ESI TENGGARA

Kepada
N o m o r: . . ....... t........ 1.......1...... Yth. S dr.....................

Stempel di -

Kode Pos

Contoh 2 : SAMPUL N A SK A H  DINAS DPRD.

LAMBANG
DAERAH

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SULAW ESI TENGGARA

N o m o r: ...... .../........ / ...... K
Kepada 

Yth. Sdr.........................

Stempel di -

Kode Pos

Contoh 3 : SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH.

LAMBANG
DAERAH

PEM ERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DAERAH

K E N D A R I

Kepada
N o m o r: .. .../........ / ...... Y th .S d r..............

Stempel di -

Kode Pos
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*

Contoh 4 : SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD.

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DPRD

K E N D A R I

Kepada
. J ....... / ..... /... Yth. Sdr.............

Stempel di -

Kode Pos

Contoh 5 : SAMPUL NASKAH DINAS-DINAS DAERAH.

r

i

Conloh 6 : SAMPUL NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl...................... No.............Telepon........................
K E N D A R I

Kepada
Yth. Sdr.....................

Stempel di -

Kode Pos

LAMBANC.
DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
DINAS KESEHATAN

K E N D A R I

Kepada
Nom or: .../........f..... / ..... Yth. Sdr.............

Stempel di -

Kode Pos
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Contoh 7.

LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA

J1........................N o ..............T elepon ..........................
__________________________  K E N D A R I ________________________

Kepada
N om or: .........../ ........ / ...... / ......  Yth, Sdr.........................................

Stempel di -

Kode Pos

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

v J v w v

H. N U R  A L A M
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LAMPiKAN V ; PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DILINGKUNGAN PEM ERINTAH PROVINSI

A. BENTUK.

Papan nama Instansi berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang 
yang berbentuk segi empat.

Contoh :

B. UKURAN.

I. Ukuran Papan.
Ukuran 150 x 300 cm untuk Papan Nama Instansi.
1) Kantor Kesatuan Bangsa
2) Kantor Arsip
3) BAPPEDA

y  4) Dinas Tenaga Kerja
5) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

f 2. Ukuran Huruf.
Perbandingan ukuran huruf I : 2
a. Ukuran huruf “ 1” tulisan Pemerintah Provinsi.
b. Ukuran huruf “2” tulisan nama Instansi.
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' c o t f r ^

Co«loh 1
PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

KANTOR
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

Jl............................. No....................Telepon.................

K E N D A R I

Kode Pos

r*
° nt°fj 2. PAPAN NAM A SEKRETARIAT DAERAH

PEM ERINTAH PROVINSI SULAW ESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DAERAH 

^ ............................. No....................Telepon.............................

K E N D A R I

Kode Pos

O
° ftto h  3- PAPAN NAM A NASKAH DINAS

PEM ERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
DINAS PERKEBUNAN D A N  HOLTIKULTURA 

■II............................. N o....................Telepon..............................

K E N D A R I

Kode Pos
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Contoh 4. PAPAN NAMA LEMBAGA TEKNIS DINAS DAERAH

PEM ERINTAH PROVINSI SULAW ESI TENGGARA 
BADAN PENGENDALIAN DAM PAK LINGKUNGAN 
J l............................ N o.................... T e lep o n ,...........................

K E N D A R I

K ode Pos

Contoh 5. PAPAN NAM A INSTANSI PERA N G K A T DAERAH YANG 
BERADA DISA W A H  SA TU  ATAP/KOM PLEK.

PEM ERINTAH PROVINSI SULAW ESI TENGGARA 
J l............................. N o.....................Telepon..............................

K E N D A R I

K A N T O R ........................................
BADAN ........................................
DINAS ........................................

Kode Pos



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : §

TANGGAL : -  2  -  O.OOQ

BENTUK, DAN ISI KOP NASKAH DINAS GUBERNUR

Contoh : Kop Naskah Dinas Gubernur

GUBERNUR SULAW ESI TENGGARA

Komplek. Bumi Praja Anduonohu Telp.391609 
Fax (0401) 391614 Kendari 93232
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P E R A T U R A N  

G U B E R N U R  S U L A W E S I  T E N G G A R A  

N O M O R  1 0  T A H U N  2 0 0 9

T E N T A N G

P A K A I A N  D I N A S  P E G A W A I  N E G E R I  S I P I L  D I  L I N G K U N G A N  

P E M E R I N T A H  P R O V I N S I  S U L A W E S I  T E N G G A R A

D i p e r b a n y a k  O l e h :

B I R O  H U K U M  S E K R E T A R I A T  D A E R A H  

P R O V I N S I  SULAWESI  T E N G G A R A  

T A H U N  2 0 0 9


